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MOTTO 
 
 َينِقِدا َّصلا َعَم ْاُونوَُكو َوّللا ْاوُقَّ تا ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي-١١١  
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan 
bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur lagi benar.” 
 
(QS. at-Taubah: 119)
1
 
  
                                                          
1
Departemen Agama RI. Al Qur‟an dan Terjemahnya. (PT.Karya Toha Semarang : Semarang, 
2002), hlm.206. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut 
adalah : 
1. Konsonan 
 Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta 
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 
sebagai berkut:    
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
 
 
ix 
 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
 
 
2. Vokal  
 
 
x 
 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Zukira 
3. ةهري Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
 
TandadanHur
uf 
Nama GabunganHuruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
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Contoh:  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لسح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
HarakatdanHur
uf 
Nama HurufdanTan
da 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
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4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-atfa>l / raud}atulatfa>l 
2. ةحهط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 
Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 
huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
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yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti 
oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di 
depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 
dengan kata sambung. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam 
tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
 
 
 
 
xiv 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya.  
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لىسزلاإ دحمم ام و Wa ma>Muhaamdunilla>rasu>l 
 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-hamdulillahirabbilꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو 
Wainnalla>ha lahuwakhairar-ra>ziqin 
/ Wainnalla>ha lahuwakhairur-
ra>ziqi>n 
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 ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / 
Fa auful-kailawal mi>za>na 
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ABSTRAK 
ANYS SAMARA UMAIROH, NIM: 152131086, “PENERAPAN 
SANKSI TERHADAP PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG ATAU 
HOAXDI MEDIA SOSIAL PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN 
HUKUM ISLAM”. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pandangan 
Hukum Islam dan Hukum Positif tentang sanksi terhadap penyebar berita bohong 
atau hoax juga dalam pandangan serta persamaan dan perbedaan dari perspektif 
kedua Hukum tersebut. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan (Library research), yang dimana data yang dihimpun melalui 
beberapa kitab Al-Quran dan buku mengenai hukum Islam serta hukum Positif, 
Undang-undang, media massa serta artikel-artikel dan jurnal. Teknik analisa data 
yang di gunakan penulis dalam menganalisis data adalah metode kualitatif, lebih 
jelasnya deskriptif kualitatif karena penganalisisan data untuk menggambarkan 
suatu masalah berikut jawaban dan pemecahannya menggunakan uraian-uraian 
kalimat yang di peroleh dari data-data kualitatif yang telah di simpulkan. Dalam 
sistematika penulisan, bab yang pertama adalah pendahuluan, bab kedua adalah 
landasan teori, bab ketiga adalah penerapan sanksi, keempat adalah analisis dan 
yang terakhir adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
Maka dalam penelitian ini menjelaskan bahwa penyebaran berita hoax 
dilarang dalam hukum Positif maupun hukum Islam. Dalam hukum Positif diatur 
dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat 
dalam Pasal 28 Ayat 1, 28 ayat 2, dan 27 ayat 3. Dan sanksi pidananya terdapat 
dalam Pasal 45 Ayat 1 dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau 
denda paling banyak satu miliar rupiah. Dalam hukum Islam, penyebaran berita 
hoax tidak di perbolehkan, dan melarang umatnya melakukan perkataan dusta 
dan kebohongan. Islam tidak menganjurkan fitnah atau berburuk sangka kepada 
pihak lain. Islam menganjurkan umatnya untuk berbicara dengan baik dan benar, 
bukan perkataan yang kotor dan jorok, bukan berbicara dengan maksud 
menghasut, memfitnah, menjelekkan pribadi seseorang, dan bukan pula 
mebalikkan fakta yang sebenarnya.Dalam Islam pelaku penyebaran berita hoax 
dikenai hukuman ta‟zîr yang berupa hukuman kurungan tidak terbatas,terhukum 
dikurung sampai ia bertaubat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Ayat Al-
Qur‟an yang membahas tentang berita Hoax adalah dalam Q.S An-Nur ayat 11, 
Q.S Al-Isra‟ ayat 36, dan Q.S Al-Hujurat ayat 6. 
Kata kunci: Berita Hoax, hukum pidana Islam, hukum pidana Positif.  
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ABSTRACT 
ANYS SAMARA UMAIROH, NIM: 152131086, "APPLICATION OF 
SANCTIONS ON ACTIVITIES OF SPREADING NEWS OR HOAX IN 
POSITIVE AND ISLAMIC LEGAL COMPARISONS OF SOCIAL 
MEDIA". This study discusses how the views of Islamic Law and Positive Law 
concerning sanctions against hoaxers or hoaxes are also in the views and 
similarities and differences from the perspectives of the two Laws. 
The research method used in this study is library research, which is data 
collected through several books of the Koran and books on Islamic law and 
positive law, law, mass media and articles and journals. The data analysis 
technique used by the author in analyzing the data is a qualitative method, more 
clearly descriptive qualitative because analyzing the data to describe a problem 
and the answers and solving it using sentence descriptions obtained from 
qualitative data that has been concluded. In renewal systematics, the first chapter 
is the introduction, the second chapter is the theoretical foundation, the third 
chapter is agreement, the fourth is analysis and the last is the conclusion that 
contains conclusions and suggestions. 
Therefore, in this study it can be explain that spreading of hoax news is 
prohibited in positive law and Islamic law. In Positive law regulated in Law 
Number 19 Year 2016, changes to Law Number 11 Year 2008 concerning 
Information and Electronic Transactions are contained in Article 28 Paragraph 1, 
28 Paragraph 2, and 27 paragraph 3. And criminal sanctions are contained in 
Article 45 Paragraph 1 with a maximum imprisonment of six years and /or a fine 
of at most one billion rupiah. In Islamic law, spreading of hoax news is not 
permitted, and not permitted people saying lies. Islam gives suggestion to people 
not to slander or backstabbing for others. Islam encourages people to say a nice 
word and clearly words, not a bad words  and dirty words, not speak with the 
intention of inciting, slandering, vilifying someone's personality, and not 
reversing the actual facts. In Islam, someone who  spread of hoax news are 
subject to ta'zîr punishment in the form of unlimited imprisonment, the convict is 
locked up until he repents and does not repeat his mistakes again. The Al-Qur'an 
verse that discusses the Hoax news is in Q.S An-Nur verse 11, Q.S Al-Isra‟ verse 
36, and QS Al-Hujurat verse 6. 
Keywords: Hoax News, Islamic criminal law, Positive criminal law. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pemanfaatan media sosial di Indonesia saat ini berkembang dengan 
sangat luas dan luar biasa. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era 
perkembangan teknologi informasi. Fenomena ini telah merebak di seluruh 
belahan dunia. Tidak hanya di Negara maju saja tetapi Negara berkembang 
juga, maka dari itu teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang sangat 
penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Seiring dengan perkembagan kebutuhan 
masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik kini 
atau di masa yang akan mendatang. Ada dua hal yang membuat informasi 
teknologi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. 
Yang pertama, teknologi informasi mendorong pemerintah atas produk-
produk teknologi informasi itu sendiri, seperti computer, modem, sarana untuk 
membagun jaringan internet dan sebaginya. Yang kedua, adalah memudahkan 
transaksi bisnis keuangan di samping binis-bisnis lainnya.
2
 
Media sosial adalah sebuah media online, para penggunanya bisa 
dengan mudah berpastisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, 
jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Media sosial memang menjadi 
                                                          
       
2
 Agus Raharjo, Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, 
(Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1. 
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tempat untuk mengekspresikan diri bagi penggunanya. Media sosial 
juga memberikan kebebasan apakah media sosial tersebut digunakan untuk hal 
positif atau negatif. Secara umum, dampak positif dari penggunaan internet 
yaitu kemudahan komunikasi dengan siapapun di seluruh dunia, sebagai media 
pertukaran data dengan menggunakan fasilitas search engine yang 
memudahkan pengguna seluruh dunia dapat bertukar informasi dengan cepat, 
murah, penting, dan akurat sehingga manusia dapat mengetahui apa sajayang 
terjadi, digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, 
kebudayaan dan lain-lain, serta kemudahan bertransaksi dan berbisnis di tempat 
dalam bidang perdagangan.
3
 
Yang terjadi sekarang ini media sosial lebih banyak digunakan untuk 
menyebarkan berita bohong (hoax) dan juga provokasi. Ini perlu kita pikirkan, 
karena meskipun hal tersebut dapat menguntungkan tetapi disisi lain akan 
mengakibatkan dampak negatif bahkan mungkin akan lebih banyak timbul 
dampak negatifnya. 
Perkembagan teknologi informasi di dunia nyata dengan dunia maya 
tidak parallel. Sekarang ini media sosial dipenuhi dengan berbagai berita 
bohong atau yang sering kita sebut sebagai hoax, provokasi, fitnah, sikap 
intoleran dan anti Pancasila. Perkembangan teknologi di era globalisasi ini 
membuat informasi begitu cepat beredar luas. Berita bohong atau yang sering 
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kita kenal dengan berita hoax adalah sesuatu usaha untuk menipu pembaca 
untuk mempercayai sesuatu, dan berita itu sengaja dibuat oleh pembuatnya 
dengan tujuan tertentu, padahal pembutnya sudah mengetahui bahwa berita 
tersebut adalah palsu. Tujuannya untuk menggiring opini public, menipu 
seseorang atau untuk mengambil keuntungan dari berita bohong tersebut.
4
 
Pada dasarnya dalam berkomunikasi kita wajib menggunakan etika 
komunikasi yang baik dan benar, begitu pula dengan menyebarkan informasi, 
harus sesuai dengan fakta yang ada dan tidak boleh dikurangi atau dilebihkan 
apalagi diputar balikkan dari fakta yang sebenarnya. Seperti yang sudah 
dijelaskan dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1 yang 
berisi ancaman pidana bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 
menyebarkan berita bohong dan mengakibatkan kerugian bagi individu atau 
kelompok. 
Dalam Islam sudah dijelaskan kejujuran ini dapat di istilahkan 
denganamanah, ghair al takzib, shidq, al-haq. Dengan dasar ketika istilah-
istilah tersebut, maka seorang pekerja komunikasi masa dalam pandangan Al-
Qur‟an tidak akan berkomunikasi secara dusta atau dengan istilah lawh al-
hadits dan al-ifk. Istilah lawh dapat di terjemahkan dengan kebohongan cerita 
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 Tim Kelas Menulis Pustakawan, Inovasi Layanan Perpustakaan Dan Fenomena Hoax. 
(Surakarta: Yuma Pustaka, 2017), hlm. 313. 
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atau cerita palsu. Sementara al-ifk mengandung pengertian mengada-ada, berita 
palsu, gossip (istilah yang popular dalam media massa).
5
 
Dalam Al-Qur‟an pembahasan tentang berita bohong atau hoax ini 
sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi yaitu menimpa istri Rasulullah Saw, 
„Aisyah yang diberitakan berbuat zina dengan sahabatnya Shafwan ketika 
perang dengan Bani Musthaliq pada bulan Sya‟ban 5 H, di jelaskan dalam Q.S 
An-Nur ayat 11: 
 ٍِئرْما ِّلُكِل ْمُكَّل ٌر ْ يَخ َوُى ْلَب مُكَّل ًّارَش ُهوُبَسَْتَ َلَ ْمُكن ِّم ٌةَبْصُع ِكْف ِْلِْاب اوُؤاَج َنيِذَّلا َّنِإ ا َّم مُه ْ ن ِّم
 ٌميِظَع ٌباَذَع ُوَل ْمُه ْ نِم َُهر ْ بِك َّلََّو َت يِذَّلاَو ِْثْ ِْلْا َنِم َبَسَتْكا-١١  
“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah 
dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk 
bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan 
mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barangsiapa di 
antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang 
diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula).”6 
 
Perbuatan membuat berita hoax digolongkan sebagai perbuatan yang 
merugikan orang lain yang dikenakan hukuman hudud yaitu kecaman sebagai 
penyebar fitnah yang dalam hukum pidana Islam diistilahkan dengan al-qazf. 
karena al-qazf pada dasarnya adalah pemberitaan bohong yang dilakukan 
seseorang kepada oranglain. Hal ini terlihat pada ma‟na al-qazf secara bahasa 
yaitu berasal dari bahasa Arab (al-qazf) bermakna melempar, menuduh, dan 
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menyakiti dengan katakata, al-qazf juga dikatakan al-iftira (membuat-buat 
berita) atau al-kazb (berdusta/berbohong). Tetapi al-qazf lebih dikaitkan para 
ulama fiqh pada kasus tuduhan zina.
7
 
Sedangkan untuk segala bentuk tuduhan yang diharamkan bagi setiap 
muslim seperti menuduh orang lain melakukan pencurian, menuduh orang lain 
meminum-minuman keras atau membuat berita bohong terhadap orang lain 
baik individu maupun lembaga, menurut pandangan Islam adalah pidana ta‟zir.8 
Dalam hal ini terdapat perbedaan dan persamaan yang mungkin ada 
antara penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong atau 
hoax di media sosial dalam Undang-Undang dan dalam hukum Islam. Karena 
hukum Positif bersumber pada Undang-Undang, sedangkan hukum Islam 
bersumber pada Al-Qur‟an. Hal tersebut yang menurut penulis perlu untuk 
diteliti dan dikaji serta membandingkan penerapan sanksi pidana terhadap 
pelaku penyebar berita bohong atau hoax di media sosial dari dua kacamata 
hukum yang berbeda. Karena hukum Islam dan hukum Positif keduanya 
memiliki aturannya masing-masing dalam ketentuannya. Maka dari itu disini 
penulis tertarik untuk mengkaji serta membandingkan penerapan sanksi pidana 
terhadap pelaku penyebar berita bohong atau hoax di media sosial dalam suatu 
karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “PENERAPAN SANKSI 
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TERHADAP PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG ATAU HOAX DI 
MEDIA SOSIAL PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM 
ISLAM”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang di atas, adapun beberapa 
masalah yang menjadi kajian pokok dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyebar berita 
bohong atau hoax di media sosial dalam perspektif hukum Positif dan 
hukum Islam? 
2. Bagaimana persamaan dan berbedaan penerapan sanksi terhadap pelaku 
penyebar berita hoax di media sosial antara perspektif Hukum Islam dan 
Hukum Positif? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan dua rumusan masalah di atas, adapun tujuan dalam tulisan 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyebar 
berita bohong atau hoax di media dalam perspektif hukum Positif dan  
hukum Islam. 
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2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penerapan sanksi pidana 
terhadap pelaku penyebar berita hoax di media sosial antara perspektif  
Hukum Islam dan Hukum Positif. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan objek studi yang dilakukan terhadap Penerapan Sanksi 
Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong atau Hoax di Media Sosial dalam 
perspektif hukum Islam dan Positif trsebut, maka beberapa manfaat yang 
diharapkan dapat diperoleh adalah sebagai berikut: 
1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pemikiran 
selanjutnya dan untuk perkembangan ilmu pengetahuan umumnya, 
khususnya kajian disiplin ilmu Hukum yang berkaitan dengan Penerapan 
Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong atau Hoax di Media 
Sosial Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif.  
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk 
menjadi bahan alternatif pemikiran atau pertimbangan sebagai masukan 
bagi Institusi Pemerintah yang berkaitan dengan Penerapan Sanksi 
Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong atau Hoax di Media Sosial 
Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif. 
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E. Kerangka Teori 
1. Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam 
Pengertian hukum pidana menurut Simons adalah Semua tindakan-
tindakan keharusan (gebod) dan larangan (verbod) yang dibuat oleh negara 
atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut 
diancam derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan 
yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu.
9
 
Pembagian Hukum Pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut : 
a. Berdasarkan wilayah berlakunya, ada dua yaitu pidana umum dan 
pidana lokal. 
b. Berdasarkan bentuknya, terbagi atas hukum pidana tertulis dan tidak 
tertulis. 
c. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. 
d. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.10 
Dalam hukum pidana Islam hukum kepidanaan atau disebut dengan 
jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara‟ yang 
diancam olehAllah dengan hukuman had atau ta‟zir.11 Jariman terbagi atas: 
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a. Jarimah Hudud dan Sunnah Nabi. Sanksinya berupa Had. 
Hukumannya berupa rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara, 
eksekusi bunuh, pengasingan, dan salib. 
b. Jarimah Ta‟zir yaitu perbuatan pidana yang bentuk dan acaman 
hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai plajaran 
kepada pelakunya. Dalam pengertian istilah hukum Islam merupakan 
hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya 
dikenai had. Hukumannya berupa hukuma penjara, skorsing atau 
pemecata gati rugi, pukulan, teguran, dan jenis hukuman lain yag 
dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
12
 
c. Qisash Diyat adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan 
nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang di ancam dengan hukuman 
qishash (serupa=semisal) atau hukum diyat (ganti rugi dari si pelaku 
atau ahlinya kepada si korban atau walinya. Kejahatan yang masuk 
golongan qisash-diyat ini dalam hukum pidana barat biasa dikenal 
dengan tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa.
13
 
2. Sanksi Pelaku Penyebar Berita Hoax 
Segala bentuk kejahatan penyebaran berita bohong atau hoax diatur 
dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 
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 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia, (Yogyakarta:Teras, 2009), hal. 165. 
10 
 
10 
 
11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 
1 yag berbunyi: 
“ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 
berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian, 
dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 
paling bayak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
14
 
 
Menurut pandangan hukum Islam berita bohong sudah ada sejak 
zaman Nabi.Berikut ini adalah ayat Al-Qur‟an yang berkaitan dengan 
berita hoax atau berita bohong.Selain Q.S An-Nur ayat 11 diawal, yang 
menjelaskan tentang berita bohong yang menuduh istri Rasulullah „Aisyah 
telah berbuat zina dengan sahabatnya dan hampir saja merusak rumah 
tangga Rasulullah. Ayat yang lainnya adalah sebagai berikut: 
Q.S Al-Hujurat ayat 6 : 
 َلَع اوُحِبْصُت َف ٍةَلاَهَِبِ ًامْو َق اوُبيِصُت نَأ اوُن َّ ي َبَت َف ٍأَبَِنب ٌقِسَاف ْمُكءاَج نِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي اَم ى 
 َينِمِدَان ْمُتْلَع َف-٦  
“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik 
datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah 
kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena 
kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali 
perbuatanmu itu.”15 
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Departemen Agama RI. Al Qur‟an dan Terjemahnya...,  hlm. 516. 
11 
 
11 
 
Dalam Islam pembuat hoax digolongkan sebagai perbuatan yang 
merugikan orang lain yang dikenakan hukuman hudud, tetapi hudud di 
khususkan untuk al-qazf atau menyebarkan beritabohong tentangseseorang 
yang berbuat zinapadahal kenyataannya tidak. Sedangkan untuk segala 
bentuk tuduhan yang diharamkan bagi setiap muslimsepertimenuduh orang 
lain melakukan pencurian, menuduh orang lain meminum-minuman keras 
atau membuat berita bohong terhadap orang lain baik individu maupun 
lembaga, menurut pandangan Islam hukumannya adalah pidana ta‟zir. 
3. Hoax 
Kemunculan hoax tak lepas dari perkembangan teknologi media 
yang telah mengubah alat-alat komunikasi menjadi lebih cepat membentuk 
apa yang sering kali disebut sebagai kampung global (global village). 
Kecepatan alat-alat komunikasi berpengaruh pada tumbuhnya media 
sosial.Ia secara substansial telah mengubah cara komunikasi antara 
masyarakat dan individu.
16
 
Media merupakan alat komunikasi yang efektif, transparan, dan 
efisien yang memiliki peran penting sebagai pembaharuan dan 
perubahan.Tetapi sekarang ini media sosial banyak di dominasi dengan 
berita-berita bohong atau yang sering kita sebut dengan hoax. Hoax sendiri 
memiliki arti informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi 
                                                          
       
16
 Luthfi Maulana, “Kitab Suci dan Hoax : Pandangan Al-Qur‟an dalam Menyikapi Berita 
Bohong”, Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2, Nomor 2, Desember 2017, hlm. 211. 
12 
 
12 
 
sebenarnya. Salah satu bentuk kejahatan cyber crime yang terlihat 
sederhana dan mudah dilakukan, namun memiliki dampak yang luar 
biasa.
17
 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Dalam penulisan proposal skripsi ini peneliti menggali informasi dari 
penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan baik mengenai 
kekurangan atau kelebihan yang sudah ada.Selain itu peneliti juga menggali 
informasi dari buku-buku maupun skripsi dan jurnal dalam rangka 
mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan 
dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. 
Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut: 
Yang pertama adalah penelitian skripsi yang berjudul Fenomena Hoax 
di Media Sosial Dalam Pandangan Hermeneutika.Penelitia yang dilakukan oleh 
Ilham Syaifullah.
18
 Merupakan salah satu referensi dalam proposal skripsi 
ini.Skripsi ini membahas fokus tentang hoax dalam pandangan hermeneutika 
saja, perbedaan dengan penelitian yang saya buat adalah fokus mengkaji 
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 Hensi Septanto, “Pengaruh Hoax dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime dengan Teknologi 
Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat, Jurnal Sains dan Teknologi, (Jakarta Timur) Vol. 5 
Nomor 2.2018, hlm. 157. 
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 Ilham Syaifullah,”Fenomena Hoax di Media Sosial Dalam Pandangan Hermeneutika”, Skripsi 
tidak di diterbitkan, Fakultas Ushuludin Dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Surabaya.2018. 
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penerapan sanksi dan perterhadap pelaku penyebar hoax dalam dua perspektif 
yaitu Islam dan Positif. 
Yang kedua adalah penelitian skripsi yang berjudul Memerangi Berita 
Bohong di Media Sosial (Studi Terhadap Gerakan Masyarakat Anti Fitnah 
Indonesia), Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Putri Aulia.
19
Topik 
pembahasan dalam penelitian ini adalah fokus ke gerakan masyarakan anti 
fitnah Indonesia atau disingkat MAFINDO membahas secara luas dan 
menyeluruh.Perbedaan dengan skripsi saya adalah pada terletak pada fokus 
pembahasannya, skripsi saya membandingkan dua hukum yaitu positif dan 
hukum Islam tentang sanksi terhadap pelaku penyebar berita hoax. 
Dan yang ketiga adalah penelitian skripsi yang berjudul Hoax dalam 
Pandangan Al-Qur‟an.Penelitian ini dilakukan oleh Salwa Sofia Wirdiyana.20 
Skripsi ini membahas hoax dalam pandangan Al-Qur‟an saja sedangkan yang 
membedakan dengan skripsi yang saya buat adalah membahas hoax dalam dua 
pandangan yaitu pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. 
Keempat adalah penelitian jurnal yang berjudul Mengembangkan Model 
Literasi Media yang Berkebhinekaan  dalam Menganalisis Informasi Berita 
Palsu (Hoax) di Media Sosial,Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No. 2 , 
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 Dwi Putri Aulia, “Memerangi Berita Bohong di Media Sosial: Studi Terhadap Gerakan 
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20
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Agustus 2017.Penelitian yang dilakukan oleh Vibriza Juliswara.
21
 Perbedaan 
dengan penelitian yang saya lakukan adalah dalam penelitian jurnal ini berisi 
tentang pemikiran Vibriza ia menggunakan metode sosiologi untuk 
mengidentifikasi permasalahan berita hoax di media sosial dan kaitannya 
dengan masyarakat, sedangkan penellitian skripsi saya berisi tentang apa itu 
hoax menurut dua perspektif yaitu Hukum Islam dan Positif serta persamaan 
dan perbedaan dua perspektif tersebut. 
Dan yang terakhir adalah penelitian yang berjudul Pandangan Al-Qur‟an 
Terhadap Realitas Hoax, penelitian yang dilakukan Sella Afrilia, Rumba 
Triana, dan Syaiful.Alumni STAI Al-Hidayah, Prodi IAT Dosen Tetap STAI Al 
Hidayah Bogor,Dosen Tetap STAI Al-Hidayah Bogor, Prodi 
IAT.azzam.rumba@gmail.com.
22
Perbedaan dengan penelitian yang saya buat, 
adalah jika penelitian ini hanya fokus ke pandangan hukum Islam atau Al-
Qur‟an saja, sedangkan penelitian saya tidak hanya pada pandangan hukum 
Islam tetapi juga Positif. 
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G. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting, karena 
metode penelitian merupakan suatu cara yang harus digunakan dalam mencapai 
tujuan yang diharapkan. Cara utama yang harus diterapkan dengan 
memperhatikan objek subjek yang akan diteliti. Agar penelitian dapat 
terlaksana dengan baik dan sesuai perencanaan, maka di penulis membuat 
metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini, sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian pustaka (library 
research) yaitu pencarian atau penelusuran data yang bersumber pada 
literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas yaitu tentang 
penerapan sanksi terhadap pelaku penyebar berita bohong atau hoax di 
media sosial sebagai sumber data yang objektif. Literatur yang digunakan 
bersumber dari perpustakaan, buku-buku, jurnal, dokumen, dan materi 
yang dapat dijadikan sumber rujukan.
23
 
2. Sumber Data 
Karena penelitian ini penelitian pustaka, maka menggunakan data 
sekunder, yaitu data yang didapat dari keterangan-keterangan atau 
pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi-studi 
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kepustakaan seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian atau sumber-sumber 
tertulis lainnya. Data sekunder juga berhubungan dengan permasalahan 
yang diteliti. Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dimana data 
yang diperlukan dalam penelitian diperoleh. Sumber data itu sendiri adalah 
tempat diketemukakannya data. Adapun data dalam penelitian ini diperoleh 
dari tiga sumber, yaitu: 
a. Primer 
Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objeknya. 
Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang mempunyai 
kekuatan mengikat.
24
 Dapat berupa peraturan perundang-undangan 
dalam penelitian ini yang menyangkut adalah al-Qur‟an, Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 
11 Tahun 2008 Tentang ITE dan KUHP. 
b. Sekunder  
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 
petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer, hal ini bisa 
berupa buku-buku hasil dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian 
seperti skripsi, jurnal hukum, dan bahan lain yang berkaitan dengan 
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pokok bahasan, seperti dan karya-karya lainnya yang berkaitan dengan 
masalah judul penelitian ini.
25
 
c. Tersier  
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 
atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.
26
 
3. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam rangka pengumpulan data penelitian ini metode yang 
digunakan adalah metode kepustakaan, yang di peroleh melalui penelitian 
kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-
buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.
27
 
4. Teknik Analisis Data  
Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah 
metode kualitatif. Adapun metode yang dipergunakan dalam suatu analisis 
tidak dapat dipisahkan dengan jenis data yang dipergunakan. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu penganalisisan data 
untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban atau pemecahannya 
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dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari data-data 
kualitatif yang telah disimpulkan.
28
 
 
H. Sistematika Penulisan  
Sistematika penyusunan penelitian ini dalam pembahasannya dibagi 
dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian sebagai 
berikut:  
Bab Kesatu. Dalam bab kesatu ini adalah Pendahuluan. Pada bab 
pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan 
sistematika penulisan. Hal ini perlu karena merupakan gambaran awal 
dimulainya penelitian dan rencana yang akan dilakukan dalam proses penelitian 
ini.  
Bab Kedua. Dalam bab dua ini adalah berisikan uraian Hoax dalam 
perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, mulai dari sejarah, pengertian atau 
definisi hoax, ciri-ciri hoax, tujuan penyebaran hoax,jenis-jenis hoax, dampak 
yang di timbulkan hoax, dan contoh hoax. 
Bab Ketiga. Dalam bab tiga ini adalah Penerapan Sanksi Penyebar Berita 
Hoax menurut Hukum Pidana Islam dan Pidana Positif. Pada bab ini berisikan 
uraian sanksi penyebar berita hoax, mulai dari unsur-unsur, dasar hukum, 
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prinsip penjatuhan sanksi/uqubah‟, dan tujuan sanksi dalam hukum Pidana 
Islam dan Positif. 
Bab Keempat. Dalam bab empat ini adalah menganalisis data tentang 
penerapan sanksi pelaku penyebar berita hoax dalam Hukum  Islam dan Hukum 
Positif, persamaan dan perbedaan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam 
terkait dengan penerapan sanksi terhadap pelaku penyebar berita hoax di media 
sosial. 
Bab Kelima. Dalam bab lima adalah Penutup. Pada bab ini berisi 
kesimpulan dan saran, yang mana akan ditarik suatu kesimpulan yang 
merupakan sebagai jawaban dari rumusan atau pokok permasalahan dan tujuan 
penelitian yang ada pada bab pertama, serta akan diberikan saran-saran atau 
rekomendasi-rekomendasi terkait dengan judul terkait yang selanjutnya 
penyusun memberikan sumbang sarannya sebagai refleksi atas realitas yang ada 
saat ini. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Berita Hoax Menurut Pandangan Hukum Positif 
1. Sejarah Berita Hoax 
Sejarah berita hoax menurut Alexander Boese dalam bukunya, 
Museum of  Hoaxes, mencatat hoax pertama yang dipublikasikan adalah 
almanak atau penanggalan palsu yang dibuat Isaac Bickerstaff alias 
Jonathan Swift pada 1709. Saat itu, ia meramalkan kematian astrolog John 
Partridge.  
Agar meyakinkan publik, ia bahkan membuat obituari palsu tentang 
Partridge pada hari yang diramal sebagai hari kematiannya. Swift 
mengarang informasi tersebut untuk mempermalukan Partridge di mata 
publik. Partridge pun berhenti membuat almanak astrologi hingga enam 
tahun setelah hoax beredar. Penyair aliran romantik Amerika Serikat, 
Edgar Allan Poe, pun diduga pernah membuat enam hoax sepanjang 
hidupnya, seperti informasi dari hoaxes.org yang dikelola Boese Poe, 
sekitar 1829-1831, menulis di koran lokal, Baltimore, akan ada orang yang 
meloncat dari Phoenix Shot Tower pada pagi hari 1 April.  
Orang itu ingin mencoba mesin terbang buatannya, dan akan 
melayang ke Lazaretto Point Lighthouse yang berjarak 2,5 mil. Saat itu, 
Phoenix Shot Tower yang baru dibangun, merupakan bangunan tertinggi di  
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Amerika Serikat. Berita orang terbang di gedung tertinggi itu 
menarik banyak peminat, hingga orang-orang berkumpul di bawah gedung 
untuk menyaksikannya. Tapi, yang ditunggu-tunggu tak kunjung hadir. 
Kerumunan orang kesal dan bubar begitu menyadari hari itu 1 April. Poe 
lalu meminta maaf di koran sore, menyatakan orang itu tak bisa hadir 
karena salah satu sayapnya basah.
29
 
2. Pengertian Hoax 
Kemajuan pesat teknologi dan komunikasi global berdampak pada 
kebebasan di media sosial secara online. Pemanfaatan media sosial di 
Indonesia saat ini berkembang dengan sangat luas dan luar biasa. 
Perkembanga teknologi di era sekarang ini membuat informasi begitu cepat 
beredar luas. Keberadaan media sosial lah yang membuat semua menjadi 
serba cepat dan instan. 
 Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya 
bisa dengan mudah berpastisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi 
blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Media sosial memang 
menjadi tempat untuk mengekspresikan dari bagi penggunanya. Media 
sosial juga memberikan kebebasan apakah media sosial tersebut digunakan 
untuk hal positif atau negatif.
30
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Tetapi kebebasan tersebut sering kali digunakan untuk melakukan 
kejahatan yang disebut dengan cyber crime atau segala macam penggunaan 
jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi 
tinggi denga mmenyalahgunakan kemudahan teknologi.
31
 Seperti penipuan 
online, pornografi, mernyebar fitnah atau berita bohong atau hoax, 
pemalsuan cek, dan sebagainya.  
Menurut Indra Safitri kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan 
yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas 
serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi 
yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kreadibilitas 
dari sebuah informasi yang di sampaikan dan diakses oleh pelanggan 
internet.
32
  
Yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah salah satu dari cyber 
crime yaitu berita hoax atau penyebaran berita bohong karena hal ini tentu 
sangat memprihatinkan. Karena tak sedikit berita-berita bohong (hoax) 
digunakan untuk membentuk opini publik yang mengarah pada terjadinya 
kehebohan, ketidakpastian informasi, dan ketakutan. Ia kemudian 
menyebar melalui surat kabar, radio, televisi, dan internet. Penyebaran 
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hoax pun dilakukan dengan berbagai alasan, seperti humor, pemasaran, 
seni, hiburan, aktivisme, pendidikan, dan lain sebagainya.
33
 
Berikut ini adalah beberapa pengertian berita hoax menurut bahasa 
dan istilah : 
a. Hoax menurut bahasa  
Pengertian hoax sendiri adalah kata hoax berasal dari “hocus 
pocus” yang aslinya adalah bahasa Latin “hoc est corpus”, artinya “ini 
adalah tubuh”. Kata ini biasa digunakan penyihir untuk mengklaim 
bahwa sesuatu adalah benar, padahal belum tentu benar.
34  
b. Hoax menurut istilah 
Dipahami  juga dengan “to deceive someone by making them 
believe something which has been maliciously or mis-chievously 
fabricated” (memperdaya beberapa orang dengan membuat mereka 
percaya sesuatu yang telah dipalsukan). Sedangkan dalam bentuk kata 
benda, hoax diartikan sebagai “trick played on somebody for a joke” 
(bermain tipu muslihat dengan orang lain untuk bercanda) atau 
“anything deliberately intended to deceive or trick” (apapun yang 
dengan sengaja dimaksudkan untuk menipu orang lain).
35
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Menurut Tim Kelas Menulis Pustakawan Surakarta hoax adalah 
sesuatu usaha untuk menipu pembaca untuk mempercayai sesuatu, dan 
berita itu sengaja dibuat oleh pembuatnya dengan tujuan tertentu, 
padahal pembutnya sudah mengetahui bahwa berita tersebut adalah 
palsu.
36
 
Jadi secara umum dapat disimpulkan pengertian hoax adalah 
informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah 
informasi itu benar dengan tujuan membentuk opini publik, menipu 
seseorang atau untuk mengambil keuntungan pribadi dari hoax tersebut. 
Hoax merupakan salah satu bentuk Cyber Crime yang kelihatannya 
sederhana, mudah dilakukan namun berdampak sangat besar bagi 
kehidupan sosial masyarakat. 
Berbagai new media seperti whatsapp, instagram, facebook, 
blackberry messager, line dan sebagainya merupakan sarana atau media 
bagi seseorang ataupun berbagai pihak dalam menyampaikan aspirasi 
pikirannya, pendapatnya ataupun sebagai tempat untuk menyampaikan 
berbagai informasi. Disitulah new media ini merupakan tempat terbaik 
untuk menyebar luaskan berita-berita yang tidak benar atau hoax karena 
new media ini dinilai sangat mudah cara pengoprasiannya. Penyebaran 
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hoax atau berita bohong ini dapat melalui broadcast atau penyebaran link 
dan lain sebagainya yang dapat merugikan berbagai pihak. 
New media sendiri berarti new artinya baru dan media artinya wadah 
atau sarana. Dalam kajian komunikasi “media” merujuk pada saluran 
komunikasi melalui dimana pesan disampaikan dari satu pihak ke pihak 
lain. Dari asal katanya “media” merupakan bentuk jamak dari medium 
yang berarti  “perantara”.37  
Jadi kesimpulannya new media adalah sarana perantara penyampaian 
media yang baru seperti yang kita gunakan untuk berkomunikasi sekarang 
ini, jika tidak bijak menggunakannya maka yang akan timbul adalah 
masalah, seperti berita hoax, provokasi, dan lain sebagainya. Dan sekarang 
ini sudah ada Undang-undang yang mengatur tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 
perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-undang ini 
mengatur tentang segala bentuk kejahatan yang berkaitan dengan ITE maka 
harus bijak dalam berkomunikasi dengan media sosial karena jika salah 
maka akan di jerat dan dipidana menggunakan Undang-undang ini. 
3. Ciri – ciri Berita Hoax : 
Sebagai masyarakat yang paham teknologi dalam menyikapi berita 
kita juga harus dapat menyaring berita itu benar atau bohong budayakan 
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untuk membaca terlebih dahulu. Sebenarnya hoax dapat kita kenali dengan 
memperhatikan ciri-cirinya seperti berikut:  
a. Adanya permintaan supaya berita atau pesan tersebut di kirimkan 
kepada orang lain seperti kalimat “kirimkan ini ke setiap orang yang 
anda kenal”. Semakin mendesak permintaannya, semakin 
mencurigakan pesan tersebut.  
b. Penggunaan tata bahasa yang kurang sempurna seperti penggunaan 
huruf besar yang tidak tepat, kumpulan tanda seru yang belebihan, dan 
gaya bahasanya yang terlalu berempati.  
c. Berita atau pesan tersebut tidak dirilis dalam pemberitaan lain 
sebelumnya. Berita seperti ini patut dicurigai sebagai hoax karena tidak 
adanya sumber lain yang mendudukung kebenarannya.  
d. Adanya ketidak konsistenan, tidak logis, bertentangan degan akal sehat 
dan klaim palsu yang menyolok.  
e.  Hoax biasanya tidak menyebutkan kenyataan yang dapat dibuktikan 
walaupun terhubung ke website dengan info yg menguatkan.  
f. Pesan berantai yang diterima (seperti: pesan yang di-forward berulang 
kali sebelum sampai ke anda) lebih cenderung palsu.  
g. Pembuat hoax biasanya mencoba segala cara untuk membuat dusta 
mereka dapat dipercaya, contoh menghubungkannya dengan sumber 
resmi (padahal tidak ada sumber yang pasti atau justifikasi).38 
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4. Tujuan Penyebar Hoax 
a. Artikel berita yang menarik menjadi viral di media sosial sehingga dapat 
menarik iklan dan penyedia berita untuk mendapatkan pendapatan melalui 
situs asalnya. Ini tampaknya telah menjadi faktor utama sebagian besar 
produsen untuk mencari keuntungan dari adanya berita hoax yang 
memang dibuat dengan sengaja. 
b. Beberapa penyedia berita hoax berusaha untuk mendukung ideologi yang 
diusung-nya dengan menyerang kelompok oposisi yang menjadi rivalnya. 
Misalnya, penyedia berita sayap kanan mengidentifikasi dirinya sebagai 
sayap kiri dan ingin mempermalukan orang-orang di sayap kanan dengan 
menyebarkan berita-berita hoax.39 
5. Jenis – jenis Berita Hoax: 
Hoax atau berita bohong memiliki berbagai jenis, berikut ini adalah jenis-
jenisnya : 
a. Fake News adalah berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. 
Tujuannya adalah untuk memalsukan atau memasukkan 
ketidakbenaran dalam suatu berita. Biasanya penulis menambahkan 
hal-hal yang tidak benar dan teori persekongkolan, semakin berita itu 
aneh semakin baik pula menurutnya.  
b. Clickbait atau yang sering di kenal dengan tautan jebakan. Tautan ini 
diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk 
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menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten dalam tautan ini sesuai 
fakta namun dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik 
untuk memancing pembaca. 
c. Confirmation bias atau konfirmasi bias ini adalah kecenderungan bagi 
orang-orang untuk mencari bukti yang mendukung pendapat atau 
kepercayaan serta mengabaikan bukti-bukti yang menyatakan 
sebaliknya. Kesalahan pemikiran ini menyebabkan penarikan 
kesimpulan yang salah dan merintangi pembelajaran yang efektif. 
d. Mis information adalah informasi yang salah atau tidak akurat, 
terutama yang ditujukan untuk menipu. 
e. Satire adalah sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang 
dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat. 
Berita satire dapat dijumpai di pertunjukan televisi. 
f. Post-truth atau pasca kebenaran adalah kejadian dimana emosi lebih 
berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik. 
g. Propaganda adalah aktifitas menyebarluaskan informasi, fakta, 
argumen, gosip, setengah kebenaran atau bahkan kebohongan untuk 
mempengaruhi opini publik.
40
 
6. Dampak yang Timbul Akibat Berita Hoax: 
a. Generasi muda bisa tersita waktunya.  
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Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan 
bahwa berita hoax di media sosial bisa berdampak buruk bagi generasi 
muda. Produktivitas anak muda bisa tersita karena seringnya 
menggunakan media sosial. "jangan sampai perhatian kita terhadap 
keluarga dan orang sekitar menjadi berkurang" kata Rudiantara 
sebagaimana dikutip brilio.net dari laman Kominfo. 
b. Memicu perpecahan.  
Berita hoax seringkali bermuatan isu SARA. Kelompok Saracen 
juga bermain di tema ini. Mereka bisa menyebarkan konten-konten 
bernada SARA. Alhasil, masyarakat akan terpecah belah karenanya. 
Masyarakat tidak bisa membedakan isu mana yang benar dan hoax. 
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pernah mengatakan bahwa 
persatuan Indonesia tidak boleh goyah hanya karena provokasi dan 
hasutan. 
c. Menurunkan reputasi pihak yang dirugikan.  
Berita hoax seringkali menjatuhkan pihak tertentu. Dengan 
banyaknya berita hoax, pihak yang dirugikan akan kesulitan untuk 
melakukan klarifikasii Kemendikbud dari twitternya @Kemendikbud 
mengatakan bahwa pelaku kejahatan bisa menurunkan status sosial 
dari objek berita hoax tersebut. Berita hoax juga bisa digunakan untuk 
mengalahkan kelompok tertentu dalam politik seperti pada saat 
Pilkada. 
30 
 
 
 
d. Menguntungkan pihak tertentu.  
Kasus kelompok pembuat berita profesional Saracen merupakan 
bukti nyata bahwa bisnis hoax menggiurkan. Motif ekonomi bisa 
menjadi alasan penyebaran berita hoax. Dilansir dari merdeka.com, 
Kasubag Ops Satgas Patroli Siber Bareskrim Polri AKBP Susatyo 
Purnomo mengatakan bahwa nominal yang diterima oleh kelompok ini 
bisa mencapai Rp 100 juta setiap proyek. 
e. Berita hoax membuat fakta tidak lagi bisa dipercaya.  
Dengan semakin viralnya berita hoax, fakta sebenarnya malah 
bisa dicap sebagai berita hoax. Dengan ini masyarakat bisa 
kebingungan tentang fakta mana yang harus dipercaya. Dilansir dari 
website resmi kominfo, Juru Bicara Presiden Johan Budi menegaskan 
bahwa berita bohong harus dilawan. "Fungsi humas adalah merespons 
tuduhan atau finah tak benar," ujarnya. Johan juga berpesan agar 
komunikasi dilakukan dengan tepat dan jelas. Berita hoax bisa muncul 
dari komunikasi yang kurang tepat dan bisa membuat persepsi 
masyarakat menjadi buruk.41 
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7. Contoh Berita Hoax di Media Sosial: 
Dalam masalah hoax ini saya mengambil berbagai contoh fenomena 
hoax yang baru-baru ini terjadi di media media sosial yang salah satunya 
adalah kasus yang terjadi karena salah satu aktivis yaitu Ratna Sarumpaet. 
Menurut yang termuat di Tempo.com Ratna ditangkap sebelum terbang ke 
Santiago, Cile, pada 4 Oktober 2018 di Bandara Soekarno-Hatta.  
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden 
Prabowo Argo Yuwono mengatakan penangkapan terhadap Ratna 
dilakukan karena kepolisian telah menetapkan dia sebagai tersangka 
dalam kasus penyebaran hoax atau berita bohong. Kepolisian bakal 
menjerat Ratna dengan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta pasal 28 juncto pasal 45 
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).  
Sebelum ditangkap pihak kepolisian, hoax mengenai penganiayaan 
Ratna telah menjadi perhatian publik. Sejumlah tokoh politik pun sempat 
melontarkan pernyataan mengenai hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet. 
Namun belakangan Ratna mengakui bahwa dirinya telah berbohong 
mengenenai kabar itu. 
Berikut kronologi singkat kasus hoax Ratna hingga ditangkap 
polisi. 
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a. Diunggah pertama kali lewat di media sosial 
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tempo, kabar Ratna 
Sarumpaet dianiaya pertama kali beredar melalui Facebook. Akun 
yang mengunggah informasi tersebut adalah Swary Utami Dewi. 
Unggahan ini disertai sebuah tangkapan layar yang berisi dari 
aplikasi pesan WhatsApp pada 2 Oktober 2018 serta foto Ratna. 
Namun unggahan tersebut kini telah dihapus. Kabar tersebut 
kemudian menyebar lewat Twitter melalui akun sejumlah tokoh. 
Salah satunya adalah Rachel Maryam. 
b. Di konfirmasi oleh politikus 
Penganiayaan yang diterima oleh Ratna Sarumpaet kemudian 
mendapat respon. Salah satunya dari politikus Partai Gerindra, 
Rachel Maryam melalui akun twitternya di @cumarachel. Tak hanya 
Rachel, kabar penganiayaan tersebut juga dibenarkan oleh Juru 
Bicara Tim Prabowo-Sandiaga Dahnil Anzar Simanjuntak. Dalam 
pernyataannya, Dahnil mengatakan Ratna dikeroyok oleh orang tak 
dikenal dan dimasukkan ke dalam mobil. Pengacara Ratna, Samuel 
Lengkey juga mengatakan hal senada. Lengkey mengatakan bahwa 
kabar penganiayaan itu benar tapi ia menolak memberitahukan 
informasi lengkapnya. "Iya benar, itu confirmed dia," ucapnya. 
Konfirmasi berikutnya juga datang dari Wakil Ketua Umum 
Partai Gerindra Fadli Zon. Melalui cuitan di akunnya yakni 
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@fadlizon, Fadli menegaskan Ratna Sarumpaet mengalami 
penganiayaan dan dikeroyok dua sampai tiga orang. "Jahat dan 
biadab sekali," kata dia melalui cuitanya. Fadli juga mengaku telah 
bertemu dengan Ratna dua kali setelah mengalami penganiayaan. 
c. Disanggah pihak kepolisian 
Setelah ramai pemberitaan tersebut, hoax tersebut kemudian 
ditanggapi oleh pihak kepolisian. Kepolisian melakukan penyelidikan 
setelah mendapatkan tiga laporan mengenai dugaan hoax itu. 
Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, Ratna diketahui tidak 
dirawat di 23 rumah sakit dan tidak melapor ke 28 Polsek di Bandung 
dalam kurun waktu 28 September sampai 2 Oktober 2018. Saat 
kejadian yang disebutkan pada 21 September, Ratna diketahui 
memang tak sedang di Bandung. Hasil penyelidikan menemukan 
bahwa Ratna datang ke Rumah Sakit Bina Estetika di Menteng, 
Jakarta Pusat, pada 21 September 2018 sekitar pukul 17.00. 
Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya Kombes Nico 
Afinta mengatakan Ratna telah melakukan pemesanan pada 20 
September 2018 dan tinggal hingga 24 September. Polisi juga 
menemukan sejumlah bukti berupa transaksi dari rekening Ratna ke 
klinik tersebut. 
d. Ratna Sarumpaet mengaku berbohong 
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Setelah kepolisian mengelar konferensi pers menjelaskan 
persoalan itu, beberapa jam kemudian Ratna Sarumpaet juga ikut 
mengelar konferensi pers. Di sana Ratna mengaku bahwa kabar itu 
tak benar. Menurut Ratna, awal dari kabar pemukulan itu sebetulnya 
hanya untuk berbohong kepada anaknya. Ratna yang pada 21 
September 2018 mendatangi rumah sakit bedah untuk menjalani 
operasi sedot lemak di pipi, pulang dalam kondisi wajah yang lebam. 
Narasi pengeroyokan itu mulanya Ratna sampaikan hanya kepada 
anak-anaknya yang bertanya penyebab wajahnya lebam.  
Namun setelah lebamnya sembuh, Ratna kembali menceritakan 
pemukulan itu kepada Fadli Zon saat berkunjung beberapa hari lalu. 
Saat anaknya Iqbal datang ke rumah, cerita pemukulan itu juga yang 
ia sampaikan. "Hari Selasa, foto saya tersebar di media sosial, saya 
nggak sanggup baca itu," kata Ratna. Jadi Ratna menyatakan tak ada 
penganiayaan yang dialaminya. "Itu cerita khayalan, entah diberikan 
oleh setan mana kepada saya," kata dia. 
Setelah pengakuan ini, sejumlah pihak juga melaporkan Ratna 
ke polisi atas dugaan penyebaran hoax. Diantaranya adalah 
Farhat Abbas dan Muannas Alaidid. 
e. Ratna dicekal lalu ditangkap Kepolisian 
Sehari setelah itu, tepatnya pada Kamis malam, 4 Oktober 2018 
sekitar pukul 20.00 WIB, kepolisian melakukan penangkapan kepada 
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Ratna Sarumpaet. Ia ditangkap di Bandara Internasional Soekarno 
Hatta saat akan bertolak ke Santiago, Cile. Ratna diketahui akan 
bertolak ke Cile untuk menghadiri acara Konferensi The 11th 
Women Playwrights International Conference 2018. 
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar 
Polisi Argo Yuwono mengatakan penangkapan tersebut terkait 
dengan statusnya sebagai tersangka dalam kasus penyebaran hoax 
atau berita bohong. Adapun sebelum ditangkap, polisi telah 
mengirimkan surat pencegahan kepada pihak Imigrasi. 
Kepolisian bakal menjerat Ratna dengan pasal 14 dan 15 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum 
Pidana. Selain itu, Ratna juga bakal dikenai Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 28 juncto pasal 
45. "Ancaman hukumanya maksimal 10 tahun penjara," Kata Argo. 
Setelah melakukan penangkapan Ratna kemudian digelandang ke 
Markas Polda Metro Jaya. Ia kemudian menjalani serangkaian 
pemeriksaan dan kemudian penggeledahan di kediamanan di 
Kawasan Kampung Melayu Kecil, Jakarta Selatan pada Jumat dini 
hari, 5 Oktober 2018.
42
 
  
                                                          
       42https://nasional.tempo.co/read/1133129/begini-kronologi-kasus-hoax-ratna-sarumpaet dikases 
pada 19 Februari 2019. 
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B. Berita Hoax Dalam Pandangan Hukum Islam  
Dalam Islam kegiatan berkomunikasi dan dalam menyebarkan sebuah 
informasi harus menggunakan etika yang baik dan benar, tidak boleh melebih-
lebihkan, tidak mengurangi, dan tidak memutar balikan dari fakta yang 
sebenarnya. Harus sesuai dengan kosep kejujuran (Shiddiq) yang menurut 
bahasa shaddaqa berarti benar, jujur, dapat dipercaya, ikhlas, tulus, 
keutamaan kebaikan, dan kesungguhan. Perintah Allah SWT  kepada hamba-
Nya untuk berbuat jujur, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Isra‟ ayat 53 
yang berbunyi: 
 َيِى ِتَِّلا ْاوُلوُق َي يِداَبِعِّل لُقَو  ًاّوُدَع ِناَسْنِلإِل َناَك َنَاطْي َّشلا َّنِإ ْمُه َن ْ ي َب َُغزَني َنَاطْي َّشلا َّنِإ ُنَسْحَأ
 ًانيِب ُّم-٣٥  
“Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, “Hendaklah mereka 
mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sungguh, setan itu 
(selalu) menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan 
adalah musuh yang nyata bagi manusia.” 
 
Rasulullah Saw bersabda, “Allah mengasihi seseorang yang jujur 
(benar) lidahnya, mengurangi caci makinya, membiasakan lidahnya untuk 
menempuh jalan yang benar, dan tidak membiasakan lidahnya untuk 
mengatakan sesuatu yang fasik (rusak). 
Jika seseorang memiliki sifat shiddiq ini, banyak keutamaan yang 
dapat ia peroleh. Diantaranya sebagai berikut: 
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1. Membawa kebaikan, 
2. Memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah SWT, 
3. Memperoleh ampunan dan pahala, 
4. Membawa ketenangan batin, 
5. Memperoleh surga, 
6. Merupakan ciri-ciri orang mukmin.43 
Segala jenis pembohongan, baik pembohongan yang ditujukan untuk 
individu maupun pembohongan terhadap lembaga, organisasi, atau terhadap 
sekelompok masyarakat yang bertujuan untuk membentuk opini publik atau 
propokasi serta kepentingan politik tentu dilarang  karena perbuatan tersebut 
adalah kadzib (pendusta) lawan kata dari shiddiq (jujur). Seorang pendusta 
akan mudah mengatakan ketidakbenaran karena terbiasa berbohong. Tidak 
menyesal saat perilakunya melanggar perintah Allah  SWT dan Rasul-Nya 
karena tebiasa berbuat bohong ancamannya adalah mendapat dosa dan azab 
yang keji.
44
 
Untuk bisa memahami cyber crime dalam perspektif hukum pidana 
Islam, terlebih dahulu harus dikemukakan bahwa klasifikasi tindak pidana di 
dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, 
yaitu hudud, qisash diyat, dan ta‟zir. Jarimah hudud adalah perbuatan 
melanggar hukum yang jenis dan ancamannya di tentukan oleh nash, jarimah 
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 Amelia Husna, Shiddiq (jujur), (Jakarta: Inti Medina, 2009), hlm. 2-5.  
       
44
 Ibid. 
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qisash diyat adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman qisash 
(pembalasan setimpal) dan diyat (ganti rugi),
45
 jarimah ta‟zir adalah bentuk 
hukuman yang tidak di sebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara‟ dan 
menjadi kekuasaan penguasa atau hakim.
46
 
Hoax dalam Islam di istilahkan dengan al-ifk yang mengandung 
pengertian mengada-ada, berita palsu, gossip.
47
 Hoax sebenarnya sudah ada 
sejak zaman Nabi. Fenomena ini dalam Islam adalah hasil rekayasa dari 
orang-orang yang dengki terhadap kaum muslimin. Mereka berusaha 
menyulut api fitnah dikalangan kaum muslimin dan membakar semangat yang 
mempunyai ghirah tinggi terhadap Islam, sehingga banyak orang awam yang 
termakan dan dipermainkan oleh suatu berita atau informasi yang tidak dapat 
dipertanggung jawabkan kebenarannya. Namun, seorang muslim yang 
berpegang teguh pada Al-Qur‟an dan Sunnah tidak akan terpengaruh api 
fitnah yang dibuat oleh orang-orang yang membenci Islam.
48
  
Berita hoax  atau berita bohong yang menimpa istri Rasulullah Saw. 
Diceritakan bahwa berita bohong ini mengenai istri Rasulullah Saw. ‟Aisyah 
r.a. Ummul Mukminin, setelah perang dengan Bani Musthaliq pada bulan 
Sya‟ban 5 H. Peperangan itu diikuti kaum munafik dan turut pula ‟Aisyah r.a. 
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 Nurul Irfan dan Masyrofah. Fiqh Jinayah…, hlm. 187. 
       
46
 Ibid.. hlm. 188. 
       
47
 Mafri Amir, Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Hukum Islam, (Jakarta: PT.Logos 
Wacana Ilmu,1999), Cet.2, hlm.66. 
       
48
 Muhammad Arsad Nasution, Hoax Sebagai Bentuk Hudud…, hlm. 16. 
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dengan Nabi Saw. berdasarkan undian yang diadakan diantara istri-istri 
beliau. Dalam perjalanan kembali dari peperangan, mereka berhenti pada 
suatu tempat. ‟Aisyah r.a. keluar dari sekedupnya untuk suatu keperluan, lalu 
kembali. Tiba-tiba ia merasa kalungnya hilang, lalu pergi lagi mencarinya. 
Sementara itu, rombongan berangkat dengan persangkaan bahwa ‟Aisyah r.a. 
masih di dalam sekedupnya. Setelah ‟Aisyah r.a. mengetahui sekedupnya 
sudah berangkat, ia duduk di tempatnya dan berharap sekedup itu akan 
kembali menjemputnya. Kebetulan, lewat di tempat itu seorang shahabat 
Nabi, Shafwan bin Mu‟aththal. Ia menemukan seseorang tengah tidur 
sendirian. Shafwan pun terkejut seraya berucap, “Innā lillāhi wa innā ilaihi 
rāji‟ūn, istri Rasul!” ‟Aisyah r.a. terbangun. Lalu dipersilakan oleh Shafwan 
mengendarai untanya. Shafwan berjalan menuntun unta hingga tiba di 
Medinah. Orang-orang yang melihat mereka membicarakannya menurut 
pendapat masing-masing. Mulailah timbul desas-desus dan kaum munafik 
membesar-besarkannya. Maka fitnah atas ‟Aisyah r.a. itu pun bertambah luas, 
hingga menimbulkan keguncangan di kalangan kaum Muslimin.
49
  
Peristiwa ini dikenal dalam sejarah sirah nabawiyah dengan hadis al-
ifk (berita bohong) yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Peristiwa ini 
merupakan bentuk hoax karena terdapat pembohongan dalam 
pemberitaannya. Menuduh istri Nabi Saw „Aisyah telah berbuat zina dengan 
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 Arti Al-Qur‟an Q.S An-Nur Ayat 11, Al-Qur‟an Offline Al-Kalam, hlmm. 351. Dikses pada 12 
Februari 2019. 
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Shafwan ketika perang, padahal berita itu adalah berita bohong karena pada 
kenyataannya „Aisyah tertinggal rombongannya dan Shafwan lah yang 
membantu dan menyuruh „Aisyah untuk menaiki untanya. Tetapi kaum 
munafik malah menfitnah bahwa „Aisyah dan Shafwan telah berbuat yang 
tidak-tidak untuk mempengaruhi Nabi Saw dan kaum Muslimin. Di antara 
penyebar berita hoax ini adalah tokoh munafik Madinah yang bernama Ubai 
bin Salul. Kaum Muslimin pun terbawa arus, bahkan Hasan bin Tsabit, 
Mitsthah bin Utsatsah, dan Hamnah binti Jahsy ikut menyebarluaskannya.
50
 
Perbuatannya ini hampir saja membuat keluarga Nabi Saw berantakan, tetapi 
dengan kekuasaan Allah Swt. „Aisyah mendapatkan kebenaran dan terhindar 
dari berita hoax itu.  
Berbicara tentang etika berkomunikasi di dunia nyata dan di dunia 
maya dan agar terhindar dari berita bohong atau sebagai penyebarnya maka 
Islam mengarahkan perilaku berkomunikasi secara santun, jujur dan tidak 
merugikan orang lain. Berikut ini adalah prinsip berkomunikasi dalam Islam 
agar terhindar dari komunikasi yang berbasis hoax diantaranya adalah
51
: 
a. Prinsip ikhlas  
Merupakan prinsip mendasar dalam berkomunikasi Islam. Suatu 
pesan tidak akan berdampak positif kepada komunikan jika di terima 
dengan hati yang tidak ikhlas. Tidak ikhlas menerima atau 
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 Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 56-57. 
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 Harjani Hefni, Komunikasi Islam, (Jakarta: Preneda Media, 2015), hlm. 14. 
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menyampaikan pesan artinya tidak sucinya menerima atau 
menyampaikan suatu pesan. Dalam Islam telah ditetapkan bahwa segala 
perbuatan harus di niatkan lillahita‟ala. 
b. Prinsip pahala dan dosa 
Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap pesan yang disampaikan 
mengandung konsekuensi pahala dan dosa. Lisan atau komunikasi lewat 
tulisan memiliki peran kunci dalam berkomunikasi, akan membawa 
pada kesuksesan dan kehancuran. Agar lisan tidak menjadi alat 
pengumpul dosa tetapi memproduksi pahala maka Islam membimbing 
umatnya. 
c.  Prinsip kejujuran  
Lisan dapat membunuh karakter seseorang. Bahkan dapat merusak 
hubungan suami istri, persaudaraan, bahkan dapat menumpah darah. 
Karena itu kejujuran dalam komunikasi adalah prinsip dasar dalam 
komunikasi Islam. Bentuk kejujuran dalam komunikasi adalah tidak 
memutar balikkan fakta dan tidak berdusta. 
d. Prinsip kebersihan 
Islam menekankan kebersihan dalam segala hal, termasuk dalam 
menampaikan pesan. Pesan yang baik akam mendatangkan kenyamanan 
psikologis bagi yang menerimanya. Sedangkan pesan yang sarkatis, 
jorok, adu domba, umpatan dan sebaginya, akan berdampak pada 
keruhnya hati. 
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e. Prinsip privacy 
Prinsip ini menitik beratkan pada setiap manusia memiliki hak 
atas ruang privasi yang tidak boleh di ungkap di ruang publik. Allah 
melarang orang beriman untuk mencari-cari informasi tentang masalah-
masalah yang masuk pada ruang privasi seseorang. Istilah yang di 
gunakan Al-Qur‟an adalah “tajassus” sebagaimana dalam QS. Al-
Hujurat(49):12). 
Eksistensi dari prinsip berkomunikasi dalam perspektif hukum Islam 
inilah yang harus dibumikan sebagai bagian dari akhlak yang harus dimiliki 
oleh setiap umat muslim. Keluarga dapat mengambil peran untuk penanaman 
akhlak tersebut. Sehingga ketika menerima atau menyampaikan informasi di 
dunia maya, bukan berlandaskan kebohongan, namun seorang muslim tetap 
mengedepankan kebenaran, kedamaian dan keselamatan untuk memperoleh 
komunuikasi yang lebih berkualitas.
52
 
Peristiwa penyebaran berita bohong atau hoax akan mudah diredam, 
jika kaum muslimin memiliki arah efektif dalam menghadapi persoalan 
seperti ini. Beberapa cara untuk menghadapi persoalan tersebut adalah: 
1. Tabayyun (konfirmasi) 
Allah selalu mengajarkan untuk selalu konfirmasi. Seperti firman 
allah pada Q.S Al-hujurat ayat 6. Yang dimaksud dengan tabayyun 
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adalah memeriksa dengan teliti dan yang dimaksud dengan tabayyun 
adalah berhati-barhati dan tidak tergesa-gesa, melihat dengan keilmuan 
yang dalam terhadap sebuah peristiwa dan kabar yang datang, sampai 
menjadi jelas dan terang baginya.
53
 
2. Zhan (prasangka) 
Kadang isi informasi yang kitaterima mengandung prasangka jika 
kabar itu benar maka itu ghibah (membicarakan orang lain 
/menggunjing), jika kabar itu salah maka itu fitnah. Tak ada pilihan 
maka dari itu jangan ikut menyebar luaskan. Sesui firman Allah dalam 
Q.S An-Najm ayat 28 tentang prasangka atau dugaan.  
 
Bunyi Q.S An-Najm ayat 28: 
 ًائْيَش ِّقَْلْا َنِم ِنِْغ ُي َلَ َّنَّظلا َّنِإَو َّنَّظلا َّلَِإ َنوُعِبَّت َي نِإ ٍمْلِع ْنِم ِِوب ُمَلَ اَمَو-٨٢  
 “Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak 
lain hanyalah mengikuti dugaan, dan sesungguhnya dugaan itu 
tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.” 
 
Dalam ayat diatas di jelaskan bahwa umat Islam dilarang 
mengikuti prasangka yang tidak baik. Karena prasangka itu tidak ada 
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manfaatnya justru jika berprasangka buruk akan mengakibatkan hal 
yang tidak baik pula bahkan Allah akan mengazabnya. 
3. Bicara yang baik atau diam 
Takwa itu seperti orang yang berjalan diantara duri-duri, jadi 
selalu hati-hati agar tidak menginjak duri itu. Demikianlah sikap orang 
yang bertakwa terhadap informasi, tidak asal percay dan bepikir seribu 
kali sebelum menyebarkan. Jika kita mudah menerima dan mengirim 
semua informasi yang kita lihat dan dengar, maka menurut Rasulullah 
kita ini termasuk pendusta cukuplah seserang itu dikatakan sebagai 
pendusta kalau ia menceritakan semua yang ia dengar dan lihat (Hadits 
Riwayat Muslim).
54
  
Sebelum menyebarkan berita atau informasi pikirlah terlebih dahulu 
tentang beberapa hal sebagai berikut: 
a. Apakah berita ini benar? Apakah saya sudah mengkonfirmasi kebenaran 
berita ini? 
b. Apakah ini fakta atau prasangka? 
c. Jika berita ini fakta dan benar apakah saya perlu menyebarluaskan? 
Apakah ada orang yang tersakiti karena berita ini? 
d. Apakah berita ini memberikan kebaikan atau justru menyulut 
permusuhan? 
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Maka berhati-hatilah dengan informasi atau berita, karena informasi 
dapat membuat hidup kita mudah, tetapi juga dapat membuat hidup kita 
celaka.
55
 
Dalam etika komunikasi Islam Rasulullah SAW melarang umatnya 
untuk: 
a. Tahasud, maksudnya hasad (dengki). Artinya, usaha menginkari  nikmat 
yang diberikan Allah kepada seseorang, atau memiliki keyakinan bahwa 
seseorang tidak pantas mndapatkan nikmat yang didapat sehingga 
dihatinya tertanam rasa untuk mengingkari dan mencemooh nikmat 
tersebut dan juga mengajak orang lain untuk mengingkarinya. 
b. Tanajus, atinya usaha untuk menipu atau mengakali serta tindakan 
curang dalam berbagai dimensi pergaulan (kegiatan sosial). 
c. Saling membenci, diharamkan sesama muslim untuk saling membenci. 
Termasuk perkataan dan perbuatan yang dapat melahirkan kebencian 
kepada orang lain seperti menghujat atau provokasi. 
d. Tadabur, artinya membelakangi, dalam pergaulan berarti memutuskan 
silaturahmi. Diharamkan bagi muslim untuk berusaha memutus 
silaturahmi, baik dengan ucapan maupun tindakan. 
e. Tidak menzalimi (menganiaya). Zalim artinya meletakkan sesuatu bukan 
pada tempat yang semestinya atau hak yang sebenarnya. Perbuatan ini 
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dapat terjadi pada harta, nama baik, dan jiwa. Misalnya ghibah dan 
fitnah (membicarakan kejelekan orang lain). 
f. Jangan menuduh berbohong,  jika ada yang memberi berita kepada kita 
jangan langsung menuduh ia berbohong sebelum ada buktinya. 
g. Tidak menghina, diharamkan seorang muslim mengina sesama muslim, 
apakah karena keturunannya, kebodohannya, karena daerahnya atau 
karena alasan apapun. Islam datang untuk mengangkat derajat manusia 
dan tidak menghinakannya.
56
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BAB III 
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYEBAR BERITA HOAX MENURUT 
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM 
A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Hoax Menurut Hukum Positif 
Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat, dan konsekuensi 
pelanggaran kaidah sosial (Sudikno, 1986: 9). Sanksi pada umunya adalah alat 
pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku. Pada hakikatnya 
sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang 
telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula. 
Tugas sanksi adalah sebagai berikut: 
1. Merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma 
hukum dotaati oleh setiap orang. 
2. Merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma 
hukum. 
57
 
Sanksi pidana dapat merampas nyawa manusia, kebebasan maupun 
harta benda yang dimiliki oleh subjek hukum.
58
 Penetapan sanksi pidana 
secara teoritis dimulai dengan penetapan perbuatan yang dilarang karena 
dianggap merugikan kepentingan hukum atau kriminalisasi. Jika proses 
kriminalisasi atas perbuatan tersebut telah selesai, pembentukan undang-
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undang kemudian dihadapkan kepada sekian banyak alternatif untuk 
melindungi kepentingan hukum yang diatur tersebut melalui sanksi hukum 
yang diancam kepada pelanggar.
59
 
Menurut Van Hattum hukum pidana positif ialah suatu keseluruhan 
dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu 
masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dan 
ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakantindakan yang 
bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap 
peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa 
hukuman.
60
 
Tujuan hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan 
perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya 
suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitik 
beratkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, 
sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian.
61
  
Fungsi hukum pidana yang demikian dalam teori sering kali pula 
disebut sebagai fungsi subsidiaritas. Artinya, penggunaan hukum pidana itu 
haruslah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan 
secara komprehensif. Sebab selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras,
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juga karena dampak penggunaan hukum pidana yang dapat melahirkan 
penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negatif dan 
berkepanjangan.
62
 
Perkembangan positif ilmu pengetahuan dan teknologi informasi 
juga dibarengi dengan aspek negatif yang melekat padanya yaitu dengan 
munculnya kejahatan-kejahatan baru yang sangat kompleks disertai 
dengan modus operandi yang baru sama sekali. Apa yang saat ini dikenal 
dengan kejahatan mayantara (cyber crime) sesungguhnya merupakan 
“berkah” negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
informasi. Tak heran kalau dikatakan bahwa kejahatan tumbuh dan 
berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, atau dengan kata lain 
sesungguhnya masyarakatlah yang menyebabkan terjadinya suatu 
kejahatan (crime is  a product of society its self). Akibat lanjutan yang 
tidak bisa di hindari adalah hukum pidana sebagai salah satu instrumen 
pengendalian kejahatan dituntut untuk juga meng-update dan mengkreasi 
dirinya agar mampu mengimbangi laju kejahatan yang sedemikian rupa. 
Kalau tidak maka eksistensinya tidak banyak di harapkan khususnya 
didalam menanggulangi kejahatan-kejahatan yang ada hubungannya 
dengan penggunaan teknologi informasi.
63
 
Cyber crime meliputi kejahatan yang dilakukan: 
1. Dengan menggunakan sarana-sarana dari sistem/jaringan komputer 
(by means of a computer system or network), 
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2. Didalam sistem jaringan komputer (in a computer system or network), 
dan 
3. Terhadap sistem/jaringan komputer (against a computer system or 
network). 
Paparan diatas memberikan gambaran kepada kita betapa luasnya 
spektrum dan cakupan cyber crime yang dapat merambah ke berbagai 
ranah kegiatan antara lain adalah penyiaran, kesusilaan, telematika, haki, 
perpajakan, privasi, perdagangan dan keuangan, terorisme, dan lain-lain.
64
  
Hoax atau informasi bohong merupakan salah satu bentuk dari 
cyber crime yang terlihat sederhana namun berdampak luar biasa. 
Sekarang ini berita hoax menjadi fenomena di Indonesia, hoax memiliki 
arti informasi yang sengaja disamarkan agar informasi itu terlihat benar, 
padahal sebenarnya berita atau informasi tersebut bohong.
65
 Hal ini tidak 
luput dari karakteristik masyarakat Indonesia yang gemar dan banyak 
menggunakan media sosial. Dengan demikian setiap harinya masyarakat 
menerima berita maupun informasi dengan cepat serta serba instan melalui 
perangkat media sosial seperti facebook, whatsapp, line, bbm,  instagram, 
twitter dsb. Maka dari itu peran pemerintah dalam fenomena berita hoax 
dipaparkan dalam Undang-undang yang berkaitan dengan Informasi dan 
Transaksi Elektronik. 
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Menyebarkan berita bohong atau hoax adalah suatu tindak pidana 
yang dapat diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana adalah 
perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur 
kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di 
mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib 
hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
66
 
Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam 
dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut 
terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:
67
 
a. Unsur objektif 
Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana 
tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari : 
1) Sifat melanggar hukum. 
2) Kualitas dari si pelaku. 
Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri sipil di dalam 
kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai 
pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam 
kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. 
3) Kausalitas 
Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan 
suatu kenyataan sebagai akibat. 
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b. Unsur Subjektif 
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang 
dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala 
sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari: 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 
2) Maksud pada suatu percobaan. 
3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-
kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya. 
4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti perencanaan pembunuhan. 
5) Perasaan takut seperti terdapat dalam Pasal  308 KUHP. 
Upaya untuk menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai 
dengan perkembangan dunia informasi  dan telekomunikasi menjadi 
sesuatu yang tidak bisa ditawar-menawar lagi. Pemerintah Indonesia 
melalui  Kementrian Informasi dan Komunikasi menciptakan sebuah 
Undang-undang yang secara khusus membahas peramasalahan informasi 
dan transaksi  elektronilk yang di undangkan pada 21 April 2008 yang 
kemudian dikenal dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik.
68
 Yang sekarang ini telah di perbarui 
menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik.   
Perundang-undangan Indonesia telah mengatur tantang penyebaran 
berita Hoax atau kabar bohong dalam pasal 28 ayat 1 UU Nomor 19 
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Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang 
berbunyi:
69
 
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita 
bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen 
dalam transaksi elektronik.” 
 
Dalam pasal 28 ayat (1) memenuhi unsur: 
1. Kesalahan: dengan sengaja. 
2. Melawan hukum: tanpa hak. 
3. Perbuatan: menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. 
4. Objek: berita bohong dan meyesatkan. 
5. Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam 
transaksi elektronik. 
Jika berita penyebaran bohong atau hoax itu sampai menjurus ke 
penyebaran ujaran kebencian akan di jerat dengan ancaman pidana yang 
terdapat dalam Pasal 28 ayat 2 yang berbunyi: 
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi 
yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan 
individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas 
suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. 
  
Dalam Pasal 28 ayat (2) memenuhi unsur: 
1. Kesalahan: dengan sengaja. 
2. Melawan hukum: tanpa hak. 
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3. Perbuatan: menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian 
dan permusuhan. 
4. Objek: informasi. 
5. Tujuan: untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan 
individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas 
suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). 
Dan juga jika berita bohong atau hoax itu sampai menuju ke 
penghinaan atau pencemaran nama baik maka pasal yang akan 
menjeratnya adalah pasal 27 ayat 3 yang berbunyi : 
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransamisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki 
muatan penghinaan dan/atau  pencemaran nama baik.” 
 
Dalam pasal 27 ayat (3) memenuhi unsur : 
1. Kesalahan: dengan sengaja. 
2. Melawan hukum: tanpa hak. 
3. Perbuatan: mendistribusikan, mentransamisikan, membuat dapat 
diaksesnya Informasi dan dokumen elektronik. 
4. Objek: informasi dan dokumen elektronik yang memuat penghinaan 
dan pencemaran nama baik. 
5. Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam 
transaksi elektronik 
Ketentuan pidana penyebar berita hoax terdapat dalam Pasal 45 Ayat 
1 dan 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-
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undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
yang  berbunyi: 
1) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 
2) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 
 
Dalam ayat diatas menjelaskan tentang sanksi pidana bagi pelaku 
penyebar berita bohong atau hoax dari yang menyesatkan, menimbulkan 
rasa kebencian dan permusuhan, penghinaan dan pencemaran nama baik, 
semua itu termuat dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 dengan sanksi pidana penjara 
paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 atau satu 
miliar rupiah. 
Dalam menyebar berita terkadang ada beberapa orang yang tidak 
begitu paham akan isi berita tersebut. Ini  banyak terjadi di lapangan, 
banyak sekali orang yang menyebar berita bohong namun tidak paham apa 
maksud dari berita itu. Hal ini juga dikarenakan kecerobohan, ketidak hati-
hati, teledor, dan kurang teliti dalam melakukan suatu tindakan. Padahal 
sebenarnya tidak ada niatan untuk menyebarkan sebuah berita bohong. 
Dalam kasus ini orang yang tidak sengaja atau tidak tahu bahwa ia 
menyebarkan berita bohong tidak lantas terlepas dari jerat hukum. Seperti 
yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 
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Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008  yang membahas 
faktor ketidak sengajaan dalam meyebar berita, yang berunyi: 
“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik 
dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-
hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral 
teknologi.” 
 
Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman 
yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, 
dimana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:
70
 
1. Pidana pokok: 
a. Pidana mati 
b. Pidana penjara 
c. Kurungan 
d. Denda 
2. Pidana tambahan: 
a. Pencabutan hak-hak tertentu 
b. Perampasan barang-barang tertentu 
c. Pengumuman putusan hakim. 
Dengan adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum diharapkan 
seseorang tidak mudah dan tidak seenaknya berbuat kejahatan. Harapan 
diterapkannya ancaman dan hukum bagi pelaku kejahatan tersebut adalah 
demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu untuk 
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka dalam berkomunikasi 
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dengan media sosial atau menyebarkan sebuah berita hendaknya 
menyebarkan berita yang benar atau sesuai dengan faktanya. Tidak 
menyebarkan berita atau informasi yang bohong apalagi yang memuat 
penghinaan dan pencemaran nama baik seseorang, karena itu akan 
menimbulkan dampak yang buruk bagi pelaku dan korban. Pelaku 
dikenakan sanksi pidana dan korban mengalami kerugian.  
 
B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Hoax Menurut Hukum 
Islam 
Sanksi atau hukuman secara etimologi berarti balasan atas suatu 
kejahatan/pelanggaran, yang dalam bahasa Arab disebut „uqubah. Lafadz 
„uqubah menurut bahasa berasal dari kata „aqoba, yang memiliki sinonim 
„aqobahu bidzanbihi au „ala dzanbihi, yang mengandung arti menghukum, 
atau dalam sinonim lain, akhodzahu bidzanbihi, yang artinya menghukum 
atas kesalahannya.
71
 
Dalam hukum pidana Islam kejahatan dapat dirujuk pada istilah 
Jinayah. Istilah lain hukum kepidanaan atau disebut dengan jarimah adalah 
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara‟ yang diancam oleh Allah 
dengan hukuman had atau ta‟zir.72 Menurut istilah jarimah adalah perbutan-
perbuatan yang dilarang oleh syara‟, syara‟ sendiri mengandung pengetian 
yang pertama yaitu larangan berbuat, larangan mengerjakan perbuatan yang 
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dilarang. Dan yang kedua larangan tidak berbuat, larangan meninggalkan 
perbuatan yang diperintahkan yang diancam dengan hukuman had atau 
ta‟zir.73 Dari segi berat ringannya hukuman, jarimah terbagi menjadi tiga 
bagian yaitu jarimah hudud, jarimah ta‟zir, dan jarimah qisash dan diyat 
berikut penjelasannya : 
1. Jarimah Hudud dan Sunnah Nabi. Sanksinya berupa Had. Hukumannya 
berupa rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara, eksekusi bunuh, 
pengasingan, dan salib.  
2. Jarimah Ta‟zir yaitu perbuatan pidana yang bentuk dan acaman 
hukumannya ditentukan oleh penguasa(hakim) sebagai plajaran kepada 
pelakunya. Dalam pengertian istilah hukum Islam merupakan hukuman 
yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had. 
Hukumannya berupa hukuma penjara, skorsing atau pemecata gati rugi, 
pukulan, teguran, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan 
pelanggaran yang dilakukan.
74
  
3. Qisash Diyat adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan 
nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang di ancam dengan hukuman 
qishash (serupa=semisal) atau hukum diyat (ganti rugi dari si pelaku atau 
ahlinya kepada si korban atau walinya. Kejahatan yang masuk golongan 
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qisash-diyat ini dalam hukum pidana barat biasa dikenal dengan tindak 
pidana terhadap tubuh dan jiwa.
75
  
Tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh 
syara‟ yang diancamka oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau ta‟zir. 
Larangan-larangan itu dapat berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau 
meninggalkan perbuatan yang diperintahkan untuk dilaksanakan. Maksud 
penyebutan kata syara‟ bahwa larangan-larangan harus datang dari nash-
nash (ketentuan) syara‟.  
Setiap tindak pidana mempunyai unsur-unsur umum yang harus di 
penuhi. Unsur-unsur ini ada tiga, yaitu sebagai berikut: 
1. Harus ada nash yang melarang perbuatan (tindak pidana) dan 
mengancamkan hukuman terhadapnya. Inilah yang dalam istilah hukum 
konvensional dinamakan unsur formal (ar-rukn asy-syar‟i) 
2. Melakukan perbuatan yang mmbentuk tindak pidana, baik perbuatan 
maupun sikap tidak berbuat. Inilah yang dalam istilah hukum 
konvensional dinamakan unsur material (ar-rukn al-madd) 
3. Pelaku harus orang yang mukalaf, artinya dia bertanggung jawab atas 
tindak pidananya. Inilah yang dalam istilah hukum konvensional masa 
kini dinamakan unsur moral (ar-rukn adabi). 
Unsur-unsur tersebut secara  umum harus terpenuhi dalam setiap 
tindak pidana. Akan tetapi, terpenuhinya unsur-unsur umum ini tidak 
terlepas dari unsur-unsur khusus dalam batasan-batasan tertentu yag juga 
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harus dipenuhi dalam setiap tindak pidana sehingga bisa diancamkan 
hukumannya terhadapnya, seperti unsur mengambil dengan sembunyi-
sembunyi dalam pidana pencurian, unsur persetubuhan dalam pidana zina, 
dan unsur khusus lainnya yang harus dipenuhi.  
Perbedaan antara unsur tindak pidana umum dan tindak pidana 
khusus adalah unsur tindak pidana umum itu satu macamnya pada setiap 
tindak pidana. Sedangkan unsur tindak pidana khusus itu dapat berbeda 
dalam jumlah dan jenisnya menurut perbedaan tindak pidananya.
76
 
Jumhur Fuqaha‟ sepakat mengatakan bahwa sumber-sumber hukum 
Islm pada umumnya ada empat, yaitu Al-Qur‟an, as-Sunnah (Hadits), Ijma‟ 
dan Qiyas. Hukum-hukum yang diambil dari sumber-sumber tersebut wajib 
diikuti. Urutan-urutan penyebutan menunjukkan urutan-urutan kedudukan 
dan kepentingannya. Yakni apabila tidak terdapat dalam hukum suatu 
peristiwa dalam al-Qur‟an baru dicari dalam sunnah, kalau tidak terdapat 
dalam sunnah dicari dalam ijma‟. Dan jika belum terdapat dalam ijma‟ baru 
di cari dalam qiyas.
77
 
Hoax adalah suatu bentuk pembohongan publik merupakan 
perbuatan yang di larang oleh Islam. Segala bentuk pembohongan baik yang 
ditujukan kepada individu atau kelompok. Hoax merupakan perbuatan yang 
dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain dan disebut juga al-ifk. Al-
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ifk mengandung pengertian mengada-ada, berita palsu, gossip (istilah yang 
popular dalam media massa).
78
 Sebagaimana dalam Qur‟an Surat An-Nur 
Ayat 11 dan 19 yang berbunyi: 
 ُؤاَج َنيِذَّلا َّنِإ مُه ْ ن ِّم ٍِئرْما ِّلُكِل ْمُكَّل ٌر ْ يَخ َوُى ْلَب مُكَّل ًّارَش ُهوُبَسَْتَ َلَ ْمُكن ِّم ٌةَبْصُع ِكْف ِْلِْاب او
 ٌميِظَع ٌباَذَع ُوَل ْمُه ْ نِم َُهر ْ بِك َّلََّو َت يِذَّلاَو ِْثْ ِْلْا َنِم َبَسَتْكا ا َّم-١١ - 
“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu 
adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita 
itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari 
mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan 
barangsiapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar 
(dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar 
(pula).”79 
  
 َِةرِخْلْاَو اَي ْن ُّدلا فِ ٌمِيَلأ ٌباَذَع ُْمَلَ اوُنَمآ َنيِذَّلا فِ ُةَشِحاَفْلا َعيِشَت نَأ َنوُّب ُِيُ َنيِذَّلا َّنِإ ُوَّللاَو
 َنوُمَلْع َت َلَ ْمُتَنأَو ُمَلْع َي-١١  
“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang 
sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang 
beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. 
Dan Allah Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” 
 
Ayat ini diturunkan berkaitan dengan „Abdullah bin Ubay bin Salul, 
seorang munafik, Hassan bin Tsabit al-Anshari, Misthah bin Utsatsah, 
sepupu Abu Bakr ash-Shiddiq, „Abbad bin „Abdil Muththalib, dan Hamnah 
binti Jahsy al-Asadiyyah tentang tuduhan zina terhadap „Aisyah dan 
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Shafwan bin Mu„aththal dan menyebarkan berita hoax itu ketika perang 
dengan Bani Musthaliq pada bulan Sya‟ban 5 H. 
Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa, Allah melarang hamba-Nya 
yang beriman berjalan mengikuti desas-desus yang belum pasti 
kebenarannya. Allah memerintahkan kaum muslimin memastikan kebenaran 
berita yang sampai kepada mereka. Karena tidak semua berita yang 
disampaikan itu benar, dan juga tidak semua berita yang terucapkan itu 
sesuai dengan fakta. Membawa berita bohong adalah perbuatan yang tidak 
di perbolehkan oleh Islam dan barang siapa yang mengambil bagian terbesar 
dari penyebaran berita bohong itu maka ia akan mendapatka balasan dosa 
dan azab yang pedih dari Allah Swt.  
Selain ayat di atas ada pula ayat Al-Qur‟an yang lain yang 
membahas tentang berita bohong atau hoax yaitu dalam Q.S Al-Isra‟ Ayat 
36 yang berbunyi: 
 ًلَوُؤْسَم ُوْنَع َناَك َكِئ لُوأ ُّلُك َداَؤُفْلاَو َرَصَبْلاَو َعْم َّسلا َّنِإ ٌمْلِع ِِوب َكَل َسَْيل اَم ُفْق َت َلََو-٥٦  
“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. 
Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan 
diminta pertanggungjawabannya.”80 
 
Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa kita tidak boleh mengatakan 
bahwa kita tahu, padahal sebenarnya kita tidak mengetahuinya, melihat 
padahal tidak pernah melihatnya, atau mendengar padahal tidak pernah 
mendengarnya, dan setiap apa yang kita angankan, semua itu akan dimintai 
pertanggungjawaban pada hari kiamat. Inti dari ayat ini adalah agar kita 
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sebagai umat Islam yang beriman tidak boleh menyebarkan fitnah, 
informasi yang bohong atau yang belum ada kebenarannya. Karena setiap 
perbuatan yag kita lakukan akan di pertanggungjawabkan di hari kiamat 
kelak dan akan mendapatkan gajaran yang pedih.  
Ayat Al-Qur‟an yang lain yang juga membahas tentang berita 
bohong atau hoax dan penyebarannya adalah dalam Q.S Al-Hujurat ayat 6 
yang berbunyi: 
Q.S Al-Hujurat ayat 6: 
 َيى َلَع اوُحِبْصُت َف ٍةَلاَهَِبِ ًامْو َق اوُبيِصُت نَأ اوُن َّ ي َبَت َف ٍأَبَِنب ٌقِسَاف ْمُكءاَج نِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ ا  اَم
 َينِمِدَان ْمُتْلَع َف-٦  
“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik 
datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah 
kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena 
kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali 
perbuatanmu itu.”81 
Ayat diatas menjelaskan kepada orang-orang yang beriman, jika ada 
orang fasik yang datang dan membawa suatu berita, maka diamkanlah 
sampai mendapat kejelasan, apakah itu benar atau bohong, jadi segala berita 
yang diterima harus diperiksa terlebih dahulu supaya kalian (orang yang 
beriman) tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 
keadaannya, sehingga tidak menyesal karena telah menyebabkan hal yang 
tidak di inginkan. 
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Ayat ini turun berkenaan dengan al-Walid bin „Uqbah bin Abi 
Mu„ith yang diutus Nabi Saw. untuk mengambil zakat Bani Mushthaliq. 
Tetapi ia kembali lagi seraya melaporkan berita buruk bahwa Bani 
Mushthaliq bermaksud membunuhnya. Hampir saja Nabi Saw. bermaksud 
memerangi Bani Mushthaliq, tetapi Allah Ta„ala melarangnya, dan 
menurunkan ayat ini.  
Dalam hukum pidana Islam, pelaku pembuat berita hoax atau berita 
bohong digolongkan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain yang 
dikenakan hukuman hudud yaitu kecaman sebagai penyebar fitnah yang 
diistilahkan dengan al-qazf. karena al-qazf pada dasarnya adalah 
pemberitaan bohong yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Hal ini 
terlihat pada ma‟na al-qazf secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab (al-
qazf) bermakna melempar, menuduh, dan menyakiti dengan kata-kata, al-
qazf juga dikatakan al-iftira (membuat-buat berita) atau al-kazb 
(berdusta/berbohong). Tetapi al-qazf lebih dikaitkan para ulama fiqh pada 
kasus tuduhan zina.
82
 
Sanksi hukum pelaku al-qazf berdasarkan ayat-ayat Al-Qur‟an dan 
Al-Hadits mempunyai status hukum yang tergolong tindak pidana 
kejahatan. Pelaku kejahatan tersebut didera atau dicambuk sebanyak 80 kali. 
Di samping sanksi hukum fisik tersebut, penuduh dinyatakan cacat hukum 
sehingga kesaksiannya tidak di terima selama-lamanya.
83
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Sedangkan untuk segala bentuk tuduhan yang diharamkan bagi 
setiap muslim seperti menuduh orang lain melakukan pencurian, menuduh 
orang lain meminum-minuman keras atau membuat berita bohong terhadap 
orang lain baik individu maupun lembaga, menurut pandangan Islam adalah 
pidana ta‟zir.84  
Syarat agar hukuman ta‟zir bisa dijatuhkan adalah orang yang 
berakal saja. Oleh karena itu, sudah pasti orang yang menyebarkan berita 
bohong atau hoax adalah orang yang sehat akalnya dan orang itu mukallaf. 
Hukuman ta‟zir dapat dijatuhkan kepada orang yang berakal baik laki-laki 
maupun perempuan, muslim atau kafir, baligh atau anak kecil yang sudah 
berakal (mumayyiz) yang telah melakukan kejahatan yang mana kejahatan 
itu belum memiliki ancaman hukuman hudud. Karena mereka semua 
termasuk orang yang sudah memiliki kelayakan dan kepatutan untuk dikenai 
hukuman. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz yang dikenai ta‟zir 
namun bukan untuk hukuman melainkan untuk mendidik dan memberi 
pelajaran.
85
 
Berikut ini adalah ciri mutlak dari jarimah ta‟zir:86 
1. Tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada jarimah 
hudud dan qisah diyat. Artinya setiap jarimah ta‟zir tidak memerukan 
ketentuan khusus, karena nash hukumnya tidak ada, samar, atau 
diperdebatkan. 
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2. Bentuk perbuatan dapat merugikan orang lain, artinya disesalkan. 
3. Ketentuan hukumnya menjadi wewenang hakim. 
4. Jenis sanksinya bervariasi. 
Selain ciri-ciri berikut ini adalah macam-macam sanksi jarimah 
ta‟zir: 
1. Sanksi ta‟zir yang mengenai badan. Hukuman yang terpenting dalam 
hal ini adalah hukuman mati dan jilid. 
2. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi yang 
terpenting dalam hal ini adalah penjara dengan berbagai macamnya 
dan pengasingan. 
3. Sanksi ta‟zir yang berkaitan dengan harta. Dalam hal ini yang 
terpenting di antaranya adalah denda, penyitaan/perampasan dan 
penghancuran barang. 
4. Sanksi-sanksi lainnya yang di tetapkan oleh Ulil Amri demi 
kemaslahatan umum.
87
 Dalam hal ini harus tetap mempertimbangkan 
variasi hukumannya sesuai dengan perbedaan jarimah dan perbedaan 
pelakkunya. Menurut ulama Hanafiyah dalam penerapan sanksi ini 
harus diperhatikan stratifikasi manusia, yakni ada empat: 
a. Asyraf al-asyraf. (orang-orang yang paling mulia), yaitu para 
ulama. Mereka cukup diberi peringatan oleh hakim atau diajukan 
ke meja hijau, dan hal ini baginya sudah tentu pelajaran yang 
pahit. 
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b. Al-asyraf (orang-orang yang mulia), yaitu para pemimpin yang 
harus diberi sanksi yang lebih berat daripada sanksi yang 
diberikan kepada para ulama, yakni bisa dengan peringatan yang 
keras atau dihadirkan di depan pengadilan. 
c. Al-ausat (pertengahan), bisa dengan peringatan keras atau 
penjara. 
d. Al-akhsa (rendah), bisa dengan dipenjara atau dijilid. 
Derajat-derajat ini sesungguhnya hanya merupakan klasifikasi 
manusia dalam kaitannya dengan pengaruh sanksi bagi dirinya, dan 
tidak dimaksudkan untuk membeda-bedakan manusia di depan 
hukum, karena semuanya dikenakan hukuman. Hanya saja dalam 
rangka untuk mencapai tujuan hukuman, maka stratifikasi ini 
diperlukan.
88
 
Jarimah ta‟zir dapat dihapus karena berbagai hal. Sebab-sebab  
dihapusnya jarimah ta‟zir diantaranya adalah meninggalnya si pelaku, 
pemaafan dari korban, tobatnya si pelaku dan kadaluarsa.
89
 
Tujuan Allah menurunkan syariat hukum Islam adalah:
90
 
1. Memelihara agama (hifdz al-din), agama adalah sesuatu yang harus di 
miliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi 
dari martabat makhluk lain.pengakuan iman, pengucapan dua kalimat 
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syahadat, pelaksanaan ibadah sholat, puasa, zakat dan mempertahankan 
kesucian agama merupakan bagian dari aplikasi memelihara agama. 
2. Memelihara jiwa (hifdz al-nafs), untuk tujuan memelihara jiwa Islam 
melarang pembunuhan, penganiayaan dsb, den ancaman hukumannya 
adalah qisash. 
3. Memelihara akal (hifdz al-„aql), perbedaan manusia dengan makhluk 
Allah yang lain adalah pada akal. Oleh karena itu akal perlu di pelihara, 
dan yang merusak akal perlu di larang. Seperti larangan minum khamr, 
karena perbuatan itu dapat merusak dan menghilangkan fungsi akal. 
4. Memelihara keturunan (hifdz al-nasl), untuk memelihara kemurnian 
keturunan, maka Islam mengatur tata cara pernikahan dan melarang 
perzinaan serta perbuatan lain yang mengarah kepada perzinaan 
tersebut. 
5. Memelihara harta benda dan kehormatan (hifdz al-mal-wa al-„irdh), 
aplikasi pemeliharaan harta  antara lain pengakuan hak pribadi, 
pengaturan mu‟amalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, 
pengharaman riba, pencurian, penipuan dsb. Sedangkan aplikasi 
pemeliharaan kehormatan adalah dalam larangan menghina orang lain, 
ancaman hukuman bagi penuduh zina (qadzaf).
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BAB IV 
ANALISIS DATA 
A. Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Penyebar Berita Hoax Dalam 
Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam 
Hoax (berita bohong) adalah informasi yang sesungguhnya tidak 
benar tetapi dibuat seolah-olah informasi itu benar dengan tujuan 
membentuk opini publik, menipu seseorang atau untuk mengambil 
keuntungan pribadi dari hoax tersebut. Hoax merupakan salah satu bentuk 
Cyber Crime yang kelihatannya sederhana, mudah dilakukan namun 
berdampak sangat besar bagi kehidupan sosial masyarakat. 
1. Hoax Dalam Hukum Positif 
Dalam hukum positif tindakan menyebarkan berita bohong atau 
hoax diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan 
atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. Dan dirumuskan dalam Pasal 28 tentang 
penyebaran berita bohong dan dalam Pasal 27 tentang penghinaan dan 
pencemaran nama baik. 
Pasal 28 ayat (1) yang menjelaskan mengenai penyebaran berita 
bohong, berbunyi:
91
 
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita 
bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 
konsumen dalam transaksi elektronik.” 
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Analisis unsur yang terdapat dalam Pasal 28 ayat 1 adalah sebagai 
berikut: 
1. Setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini adalah ditujukan 
kepada setiap orang atau pelaku penyebar bertita hoax. 
2. Kesalahan:  dengan sengaja yang dapat diartikan bentuk 
kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan 
menyesatkan, terbukti melakukan dalam hal melaksanakan delik 
yang diancamkan dalam pasal tersebut. 
3. Melawan hukum: tanpa hak disini tanpa hak diartikan sebagai 
melawan hukum yaitu tanpa adanya hak sendiri (zonder eigen 
recht), bertentagan dengan hukum pada umumnya (in strijd met het 
recht in het algemeen), bertentangan dengan hak pribadi seseorang 
(in strijd met een anders subjectieve recht), bertentangan dengan 
hukum objektif (tegen het objectieve recht),
92
 dalam penyebaran 
berita bohong atau Hoax merupakan tindakan yang melawan 
hukum dan bertentangan dengan hak pribadi. 
4. Perbuatan: menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta atau 
berita bohong. 
5. Objek: berita bohong sama artinya dengan bersifat palsu, artinya 
sesuatu yang disiarkan itu mengandung hal yang tidak benar. Ada 
persamaan dengan bersifat menyesatkan, ialah isi apa yang 
disiarkan mengandung hal yang tidak sebenarnya dan meyesatkan 
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memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga 
menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Suatu berita 
yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. 
Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua 
unsurnya harus terpenuhi untuk pemidanaan. yaitu menyebarkan 
berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) 
dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan 
pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak 
menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat 
dilakukan pemidanaan. 
6. Akibat: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi 
elektronik. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 
transaksi elektronik adalah semua bentuk kerugian, tidak saja 
kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. 
Misalnya, timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya 
harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan sebagianya. 
Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan 
menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian 
konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila 
tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik. 
Penjelasan mengenai ayat (1) ini bahwa segala bentuk penyebaran 
berita bohong dan menyesatkan apalagi mengakibatkan kerugian maka 
dilarang dan sudah diatur ancaman pidananya melalui Undang-undang 
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Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti yang 
sudah di jelaskan pada  ayat diatas tersebut. 
Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi: 
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau 
permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu 
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. 
 
Analisis unsur yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) adalah 
sebagai berikut: 
1. Setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini adalah ditujukan 
kepada setiap orang atau pelaku penyebar ujaran kebencian. 
2. Kesalahan: dengan sengaja yang diartikan adalah bentuk 
kesengajaan tanpa hak menyebarkan berita yang bermuatan ujaran 
kebnecian di media. 
3. Melawan hukum: tanpa hak disini adalah menyebarkan berita 
yang bermuatan ujaran kebencian atau permusuhan yang dapat 
memecah belah bangsa dan negara. 
4. Perbuatan: penyebaran berita yang bermuatan ujaran kebencian. 
5. Objek:  informasi elektronik dan dokumen elektronik yang 
memuat ujaran kebencian atau permusuhan individu atau 
kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, 
dan antargolongan (SARA). 
 
 
73 
 
6. Akibat: mengakibatka kerugian konsumen dalam transaksi 
elektronik berupa kerugian materi tetapi juga menimbulkan 
kerugian psikis yang tergaggu akibat ujaran kebencian atau 
permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu 
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). 
Penjelasan mengenai ayat (2) ini bahwa segala bentuk penyebaran 
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau 
permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu 
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), maka 
dilarang dan sudah diatur ancaman pidananya melalui Undang-undang 
Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti yang 
sudah di jelaskan pada  ayat diatas tersebut. Jika berita bohong atau 
hoax itu sampai menuju ke penghinaan atau pencemaran nama baik 
maka pasal yang akan menjeratnya adalah pasal 27 ayat 3 yang 
berbunyi: 
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransamisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki 
muatan penghinaan dan/atau  pencemaran nama baik.” 
 
Analisis unsur yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) adalah 
sebagai berikut: 
1. Setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini adalah di tujukan 
kepada pelaku yang melakukan tindak pidana mendistribusikan, 
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mentransamisikan, mengakses informasi elektronik yang memuat 
penghinaan dan mencemarkan nama baik seseorang. 
2. Kesalahan: dengan sengaja yang diartikan adalah bentuk 
kesengajaan tanpa hak mendistribusikan, mentransamisikan, 
mengakses informasi elektronik yang memuat penghinaan dan 
mencemarkan nama baik seseorang. 
3. Melawan hukum: tanpa hak disini tanpa hak diartikan sebagai 
melawan hukum yaitu tanpa adanya hak sendiri (zonder eigen 
recht), bertentagan dengan hukum pada umumnya (in strijd met 
het recht in het algemeen), bertentangan dengan hak pribadi 
seseorang (in strijd met een anders subjectieve recht), 
bertentangan dengan hukum objektif (tegen het objectieve recht), 
dalam mendistribusikan, mentransamisikan, mengakses informasi 
elektronik yang memuat penghinaan dan mencemarkan nama baik 
seseorang yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak 
pribadi. 
4. Perbuatan: mendistribusikan, mentransamisikan, mengakses 
informasi elektronik yang memuat penghinaan dan mencemarkan 
nama baik seseorang yang dapat mengganggu hak pribadi 
seseorang itu. 
5. Objek:  informasi elektronik dan dokumen elektronik yang 
memuat penghinaan dan pencemaran nama baik seseorang. 
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6. Akibat: mengakibatka kerugian konsumen dalam transaksi 
elektronik berupa kerugian materi tetapi juga menimbulkan 
kerugian psikis yang tergaggu akibat penghinaan dan pencemaran 
nama baik yag dilakuka oleh pelaku kejahatan tersebut. 
Penjelasan mengenai pasal 27 ayat (3) ini bahwa segala bentuk 
pendistribusian, mentransamisikan, membuat dapat diaksesnya 
informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan 
penghinaan atau  pencemaran nama baik maka dilarang dan sudah 
diatur ancaman pidananya melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 
2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik seperti yang sudah di jelaskan pada  
ayat diatas tersebut. 
Dalam menyebarkan suatu berita atau informasi mungkin ada 
beberapa orang yang tidak mengerti betul akan isi berita tersebut. Kasus  ini 
banyak terjadi di lapangan, banyak sekali orang yang menyebar berita 
bohong namun tidak paham apa maksud dari berita itu. Hal ini juga 
dikarenakan kecerobohan, tidak hati-hati, teledor, dan kurang teliti dalam 
melakukan suatu tindakan. Padahal sebenarnya tidak ada niatan untuk 
menyebarkan sebuah berita yang bohong. Dalam kasus ini seseorang yang 
tidak sengaja atau tidak tahu bahwa ia menyebarkan berita bohong tidak 
lantas terlepas dari jerat hukum. Hal ini mengingat dari pertimbangan 
beberapa delik yang membahas tentang faktor ketidak sengajaan seperti 
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yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berunyi: 
“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik 
dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-
hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral 
teknologi.” 
 
Dalam pasal (3) diatas dijelaskan bahwa semua orang berhak 
memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik tetapi harus di 
berdasarkan dengan asas kepastian hukum, dengan berhati-hati, dengan 
memanfaatkan sebaik mungkin, dan dengan iktikad yang baik. Karena jika 
sudah memenuhi syarat tersebut, lantas kita membuat atau menyebarkan 
informasi atau berita yang bohong maka tetap akan diancam dengan pidana 
yang disebutkan dalam Pasal 45.  
Ketentuan pidana penyebar berita hoax terdapat dalam Pasal 45 Ayat 
1 dan 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
yang  berbunyi: 
3) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 
4) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 
 
Dalam ayat diatas menjelaskan tentang sanksi pidana bagi pelaku 
penyebar berita bohong atau hoax dari yang menyesatkan (Pasal 28 ayat 
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1), menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan (Pasal 28 ayat 2), 
penghinaan dan pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3), semua itu 
termuat dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 dengan sanksi pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 
(satu miliar rupiah).  
Jadi ketika menyampaikan dan menerima berita atau informasi 
sebaiknya teliti terlebih dahulu agar tidak menyebarkan berita yang 
salah. Karena jika sampai salah dan mengakibatkan kerugian individu 
atau kelompok maka akan di kenai ancaman pidana seperti yang tertera 
di pasal diatas. 
2. Hoax Dalam Hukum Islam 
Hoax atau berita bohong merupakan suatu bentuk pembohongan 
publik dan merupakan perbuatan yang di larang oleh agama. Dalam 
Islam hoax disebut  al-ifk yang mengandung pengertian mengada-ada, 
berita palsu, dn gossip. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-Nur Ayat 
11 berikut ini: 
 ٍِئرْما ِّلُكِل ْمُكَّل ٌر ْ يَخ َوُى ْلَب مُكَّل ًّارَش ُهوُبَسَْتَ َلَ ْمُكن ِّم ٌةَبْصُع ِكْف ِْلِْاب اوُؤاَج َنيِذَّلا َّنِإ
 ٌميِظَع ٌباَذَع ُوَل ْمُه ْ نِم َُهر ْ بِك َّلََّو َت يِذَّلاَو ِْثْ ِْلْا َنِم َبَسَتْكا ا َّم مُه ْ ن ِّم-١١ - 
“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu 
adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira 
berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap 
orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang 
diperbuatnya. Dan barangsiapa di antara mereka yang 
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mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia 
mendapat azab yang besar (pula).”93  
 
Ayat ini diturunkan berkaitan dengan tuduhan zina terhadap „Aisyah 
dan Shafwan bin Mu„aththal yang  dilakukan oleh  seorang munafik 
„Abdullah bin Ubay bin Salul, Hassan bin Tsabit al-Anshari, Misthah bin 
Utsatsah, sepupu Abu Bakr ash-Shiddiq, „Abbad bin „Abdil Muththalib, dan 
Hamnah binti Jahsy al-Asadiyyah mereka menyebarkan berita hoax itu 
ketika perang dengan Bani Musthaliq pada bulan Sya‟ban 5 Hijriyah.  
Singkat cerita ketika dalam perjalanan kembali dari peperangan, 
mereka berhenti pada suatu tempat. ‟Aisyah keluar dari sekedupnya untuk 
suatu keperluan, lalu kembali. Tiba-tiba ia merasa kalungnya hilang, lalu 
pergi lagi mencarinya. Sementara itu, rombongan berangkat dengan 
persangkaan bahwa ‟Aisyah masih di dalam sekedupnya. Setelah ‟Aisyah 
mengetahui sekedupnya sudah berangkat, ia duduk di tempatnya dan 
berharap sekedup itu akan kembali menjemputnya. Kebetulan sahabat Nabi, 
Shafwan bin Mu‟aththal lewat di tempat itu. Ia menemukan seseorang 
tengah tidur sendirian. Ketika ‟Aisyah terbangun, Shafwan mempersilahkan 
„Aisyah mengendarai untanya. Shafwan berjalan menuntun unta hingga tiba 
di Medinah. Orang-orang yang melihat mereka membicarakannya menurut 
pendapat masing-masing. Mulailah timbul desas-desus dan kaum munafik 
membesar-besarkannya.
94
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. Berita hoax tersebut menyebar dengan sangat cepat di Madinah 
sampai menimbulkan kegoncangan dikalangan kaum muslimin. Karena 
tuduhan tersebut, Rasulullah menunjukkan perubahan sikap atas diri 
„Aisyah, yang dikarenakan peristiwa tersebut „Aisyah jatuh sakit. Fitnah 
tersebut menyebar hingga mencapai satu bulan lamanya, selama itu pula 
tidak ada wahyu yang diterima oleh Rasulullah Saw. Sampai akhirnya Allah 
Swt mengabarkan kabar gembira kepada Rasulullah yang menyatakan 
bahwa „Aisyah terbebas dari segala tuduhan perselingkuhan dan fitnah 
tersebut. Jawaban atas fitnah tersebut, Allah abadikan dalam Q.S.An-Nur 
11-19. 
Dijelaskan pula dalam ayat tersebut bahwa siapapun orang yang 
membawa berita bohong dan menyebarkannya maka Allah akan 
menurunkan azab yang pedih kepadanya dan hukuman had di dunia. Jadi 
dapat kita simpulkan bahwa setiap berita itu tidaklah selalu benar kita harus 
bisa mewaspadai mana berita yang benar dan mana yang bohong agar tidak 
menimbuklan fitnah didalamnya. Karena fitnah merupakan perbuatan dosa 
dan akan menimbulkan perpecahan.   
Selain Q.S. An-Nur  ayat 11 yang menjelaskan tentang berita bohong 
atau hoax dan azabnya ada ayat lain yang berkaitan dengan berita bohong 
ini yaitu terdapat dalam Q.S Al-Isra‟ ayat 36 yang berbunyi: 
 ِِوب َكَل َسَْيل اَم ُفْق َت َلََو ًلَوُؤْسَم ُوْنَع َناَك َكِئ لُوأ ُّلُك َداَؤُفْلاَو َرَصَبْلاَو َعْم َّسلا َّنِإ ٌمْلِع-٥٦  
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“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. 
Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan 
diminta pertanggungjawabannya.”95 
 
Penjelasan ayat diatas adalah larangan untuk seluruh umat muslim 
untuk tidak mengikuti atau meyakini sesuatu yang tidak kita ketahui 
pastiannya. Dan memerintahkan kepada kita untuk menjadi orang yang 
teguh dalam segala urusan, jangan mengikuti prasangka dan kabar buruk, 
karena pendengaran, penglihatan, dan hati mausia akan di perhitungkan di 
hadapan Allah SWT kelak di akhirat. Jika semua itu di pergunakan untuk 
kebaikan maka allah akan membalasnya dengan pahala, dan jika di 
pergunakan untuk kejelekan maka allah akan membalasnya dengan siksaan. 
Ayat selanjutnya yang masih membahas berita bohong terdapat dalam Q.S 
Al-Hujurat ayat 6 :   
 اوُحِبْصُت َف ٍةَلاَهَِبِ ًامْو َق اوُبيِصُت نَأ اوُن َّ ي َبَت َف ٍأَبَِنب ٌقِسَاف ْمُكءاَج نِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي
 َم ى َلَع َينِمِدَان ْمُتْلَع َف ا-٦  
“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik 
datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah 
kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena 
kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali 
perbuatanmu itu.”96 
Ayat ini diturunkan berkenaan dengan al-Walid bin „Uqbah bin Abi 
Mu„ith yang diutus Nabi Saw. untuk mengambil zakat Bani Mushthaliq. 
Tetapi ia kembali lagi seraya melaporkan berita buruk bahwa Bani 
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Mushthaliq bermaksud membunuhnya. Hampir saja Nabi Saw. bermaksud 
memerangi Bani Mushthaliq, tetapi Allah Ta„ala melarangnya, dan 
menurunkan ayat ini.
97
  
Penjelasan ayat diatas adalah ditujukan kepada orang-orang yang 
beriman, jika ada orang fasik (rusak) yang datang dan membawa suatu 
berita, maka diamkanlah sampai mendapat kejelasan, apakah itu berita benar 
atau bohong, jadi segala berita yang diterima harus diperiksa terlebih dahulu 
supaya kalian (orang yang beriman) tidak menimpakan musibah kepada 
suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, sehingga tidak menyesal karena 
telah menyebabkan hal yang tidak di inginkan. 
Umar bin Khattab dengan salah satu ijtihadnya hukuman ta‟zir 
adalah penghasil hukum syara‟ yang bersifat zhanni. Umar adalah sosok 
mukmin yang berpengaruh dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan 
Islam. Ia merupakan sahabat dekat Nabi Muhammad saw dalam 
mengemban tugas kenabian di Makkah dan Madinah. Dengan masuknya 
Umar ke dalam agama Islam, kekuatan kaum muslimin bertambah. Apalagi 
Umar sangat ditakuti orang Arab pula saat itu. Kaum muslimin yang masih 
lemah dalam kekuatan figur-figur tertentu dengan sendirinya merasakan 
kekuatan barisan mereka sedikit berarti dihadapan kafir Quraisy.
98
 
                                                          
       
97
 Arti Al-Qur‟an Q.S An-Nur Ayat 11, Al-Qur‟an Offline Al-Kalam, hlm. 516. Dikses pada 
12 Maret 2019. 
98
 Nuryasni Yazid,”Hukuman Ta‟zir dalam Pemikiran Umar bin Khattab”, Tesis tidak di 
terbitkan, Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Karim, Pekanbaru, 2011, hlm. 3. 
 
 
82 
 
Pada masa pemerintahannya, khalifah Umar mampu memperluas 
wilayah kekuasaan kaum muslimin yang mencakup daerah-daerah seperti 
Siria, Iraq, Palestina, Persia (sebagian daerah Iran sekarang), seluruh Jazirah 
Arab, dan Mesir. Daerah-daerah tersebut dikuasai selama tujuh tahun. Iraq 
dan Siria dikuasai tahun 14 5 H, Palestina dikuasai tahun 15 H, Persia 
dikuasai tahun 16 H, seluruh Jazirah Arab dikuasai tahun 17 H, dan Mesir 
dikuasai tahun 20 H.
99
 
 Akibat dari meluasnya kekuasaan kaum muslimin terhadap daerah-
daerah tersebut, terjadi kemajemukan masyarakat sehingga pergesekan 
sosial budaya, ekonomi, hukum dan agama tidak dapat terelakkan lagi. Saat 
itu etnis masyarakat terdiri dari bangsa Arab, Persia, Afrika, Romawi, dan 
Israel yang berusaha menjalankan aktifitas masing-masing yang sedikit atau 
banyak akan berhadapan dengan aktifitas etnis lain pula sehingga 
mengakibatkan timbulnya persoalan baru dalam agama Islam. 
Dengan demikian, sudah dapat dibayangkan bagaimana kasus demi 
kasus bermunculan di hadapan Umar sebagai khalifah yang bertanggung 
jawab terhadap kesejahteraan dan keamanan rakyat seperti pencurian, 
perbudakan, sampai disiplin pemerintahan.
100
  
Sejarawan mengumpulkan beberapa kebijakannya sebagai upaya 
menyelesaikan permasalahan dan mengurangi munculnya kasus-kasus lain, 
di antaranya; mobilisasi bait al-mal (kas negara) sebagai upaya 
mengentaskan kemiskinan, membentuk diwan sebagai wadah koordinasi 
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urusan pemerintahan dan pos pelayanan pengaduan masyarakat, 
pengharaman kawin mut‟ah sebagai upaya memelihara kesucian 
perkawinan, kesederhanaan hidup pejabat negara sebagai upaya mencegah 
mereka hidup bermewah-mewah dan tidak memperdulikan nasib rakyatnya, 
penentuan tahun Hijriyah sebagai upaya memudahkan umat Islam 
menentukan pelaksanaan ibadah tertentu seperti puasa Ramadhan dan Haji 
yang terjadi pada tahun 16 H/639 M, penghapusan penerimaan ghanimah 
untuk pasukan perang diganti dengan penerimaan gaji dari pemerintah, 
sedangkan ghanimah disalurkan ke bait al-mal sebagai upaya mencegah 
perebutan harta secara tidak adil sehingga bisa mengakibatkan terjadinya 
kecemburuan dan pembunuhan antara sesama prajurit perang, dan menindak 
pelaku kejahatan dengan hukuman had ataupun ta‟zir.101 
Dengan menerapkan hukuman ta‟zir ini, diharapkan masalah-
masalah seperti kemiskinan, pelanggaran hukum, perzinaan, pejabat yang 
berfoya-foya, kesulitan penentuan ibadah puasa Ramadan dan Haji, 
ketamakan pasukan pada ghanimah dapat ditekan sedini mungkin. 
Walaupun pada sebagian tempat dan waktu terkadang terjadi pelanggaran 
hukum yang terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan 
tersebut.
102
 
Dalam hukum pidana Islam hukuman bagi orang yang menyebarkan 
berita hoax adalah ta‟zir. Kenapa dijatuhi hukuman ta‟zir karena 
menyebarkan berita bohong, menuduh seseorang mencuri, menuduh 
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meminum-minuman keras merupakan perbuatan pidana yang bentuk dan 
acaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran 
kepada pelakunya agar tidak mengulangi kesalahaannya. Sedangkan untuk 
seseorang yang menyebarkan berita bohong tetapi tentang perzinaan seperti 
yang sudah di contohkan dalam surat An-Nur ayat 11 yaitu kisah istri 
Rasulullah Saw maka ia dijatuhi hukuman hudud dengan dera atau 
dicambuk sebanyak 80 kali. 
Mengapa menyebar berita bohong atau hoax masuk dalam jarimah 
ta‟zir dan tidak termasuk kedalam jarimah hudud atau jarimah qisash diyat?  
Karena jenis jarimah hudud ini hanya ada 7 (tujuh) macam saja 
yaitu:  
1. Jarimah zina, 
2. Jarimah qadzaf (menuduh zina),  
3. Jarimah syurb al-khamr (minuman keras),  
4. Jarimah sariqah (pencurian),  
5. Jarimah hirabah (perampokan),  
6. Jarimah riddah (murtad),  
7. dan Jarimah al-bagyu (pemberontakan).  
Sedangkan pada jarimah qisash diyat hanya terdapat 2 (dua) jarimah 
saja yaitu: 
1. Pembunuhan  
2. Penganiayaan103  
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Karena di dalam jarimah hudud dan qisash diyat tidak ada jarimah 
penyebaran berita bohong maka, penyebar berita hoax masuk ke dalam 
jarimah ta‟zir. Semua kejahatan yang belum masuk dalam kategori hudud 
atau qisash diyat maka akan masuk dalam kategori jarimah ta‟zir. Jarimah 
ta‟zir sendiri merupakan jarimah yang ringan dengan hukuman yang ringan 
pula yaitu dengan penjara, teguran, ganti rugi atau pukulan. Dengan tujuan 
memberi efek jera bagi pelaku jarimah. Misal pelecehan seksual tetapi tidak 
termasuk zina, mencuri yang tidak sampai satu nisab.  
Di sebagian daerah di Indonesia ada yang sudah menerapkan jarimah 
ta‟zir contohnya adalah di Pondok Pesantren As-Salafiyah Mlangi 
Yogyakarta. Pondok Pesantren ini sudah menerapkan hukuman ta‟zir bagi 
santri-santrinya yang melakukan pelanggaran dengan tujuan untuk memberi 
efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari dan 
semua bentuk ta‟zir yang di terapkan di Pondok Pesantren As-Salafiyah ini 
semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. 
 
B. Persamaan dan Perbedaan Penerapan Sanksi terhadap Pelaku 
Penyebar berita Hoax dalam Hukum Positif dan Hukum Islam 
1. Persamaan Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Penyebar Berita Hoax 
dalam hukum Positif dan Hukum Islam: 
a. Syariat Islam sama pendiriannya dengan hukum positif dalam 
menetapkan jarimah atau tindak pidana dan hukumannya, yaitu dari 
segi tujuannya. Baik hukum pidana Islam maupun hukum positif 
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keduanya sama-sama bertujuan memelihara kepentingan dan 
ketentraman masyarakat serta menjamin kelangsungan hidupnya.  
b. Dalam menentukan jenis tindak pidana baik hukum pidana Positif 
maupun hukum Islam memiliki persamaan dalam cara merumuskan 
tindak pidana, menentukan bentuk kesalahannya dan juga 
mentukan macam perbuatannya. 
c. Berdasarkan jenis hukumannya kejahatan menyebar berita hoax 
dalam hukum Positif ataupun hukum Islam sama-sama mempunyai 
sanksi bagi pelakunya. Sanksi bagi pelaku menurut hukum positif 
adalah pidana denda dan penjara, sedangkan dalam hukum Islam 
pelaku penyebar berita hoax termasuk dalam kategori hukuman 
ta‟zir.  
2. Perbedaan Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Penyebar Berita Hoax 
dalam hukum Positif dan Hukum Islam: 
a. Hukum Islam sangat memperhatikan pembentukan akhlak dan budi 
pekerti yang luhur, karena akhlak yang luhur merupakan sendi atau 
tiang untuk menegakkan masyarakat. Oleh karenanya, setiap 
perbuatan yang bertentangan dengan akhlak selalu dicela dan 
diancam dengan hukuman. Sebaliknya, hukum positif tidaklah 
demikian. Menurut hukum positif ada beberapa perbuatan yang 
walaupun bertetangan dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur 
tidak di anggap sebagai  tindak pidana, kecuali apabila perbuatan 
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tersebut membawa kerugian langsung bagi perseorangan atau 
ketentraman masyarakat.
104
 
b. Hukum positif hanya bertujuan untuk kepentingan duniawi saja, 
yang berkenaan dengan lahiriah bagi kepentingan kebendaan 
dengan segala macam seluk beluknya. Sedangkan hukum Islam 
sebagai ketetapan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan dan 
kepentingan manusia lahir dan batin, dunia dan akhirat.
105
 
c. Hukum positif yang membuat adalah manusia (KUHP dan Undang-
undang), bersifat serba terbatas dan berubah-ubah, selalu 
menghendaki penyempurnaan dari berbagai kekurangan. Hukum 
Islam berdasarkan wahyu Allah, ciptaan-Nya yang 
menggambarkan kehendak-Nya dan kebesaran-Nya (hudud, ta‟zir, 
qisash diyat).  
d. Hukum positif bersifat temporer, dibuat oleh orang yang dipandang 
ahli, berdasarkan pengalaman dan penghayatan yang berlaku pada 
suatu masyarakat untuk dilakukan bagi masyarakat atau bangsa 
yang bersangkutan itu saja, yang perlu diubah apabila tidak 
dikehendaki oleh masyarakat itu lagi. hukum Islam bukan untuk 
batas waktu tertentu, bukan untuk bangsa dan tempat tertentu tapi 
bersifat universal, untuk seluruh alam. Karena itu kaidah-kaidah 
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Grafika,2006), hlm. 15. 
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  Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999), hlm. 
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hukumnya disebut bersifat umum, prinsip-prinsip dan pokok-
pokoknya saja yang disebutkan dan diberi kesempatan kepada 
ilmuwan dalam bidang hukum dan sosial di tempat masing-masing 
untuk menguraikannya lebih lanjut dalam mengatasi berbagai 
masalah. Prinsip-prinsip syari‟at yang sudah di tentukan di dalam 
Al-Qur‟an dan Hadits tidak boleh dihilangkan atau diubah sama 
sekali.
106
 
e. Perbedaan dalam daya paksanya, dalam peraturan hukum positif 
berisi perintah dan larangan yang bersifat mengikat dan memaksa, 
sehingga sanksi terhadap pelanggarannya dinyatakan dengan tegas. 
Sedangkan hukum Islam tidak hanya berisi perintah dan larangan, 
melainkan berisi taklif, takhyir ( pilihan ) dan penetapan. Adapun 
sanksi tidak dinyatakan dengan tegas, bahkan dalam beberapa hal 
hanya diberikan sanksi eskatologis.
107
 
f. Dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas 
undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan 
transaksi elektronik dibandingkan dengan hukum pidana Islam 
memiliki penafsiran yang berbeda tentang arti beberapa jenis 
hukuman/Pidana Penjara. Pidana penjara adalah berupa 
pembatasan kebebasan bergerak seorang terpidana yang dilakukan 
dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga 
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Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebutharus 
mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang melanggar. 
Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah 
pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan 
kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal dengan sebutan pidana 
pemasyarakatan.
108
 Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan Pasal 14 mengatur tentang hak-hak 
narapidana. Terdapat 4 (empat) aspek yang terdapat dalam 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 ini tentang pelaksanaan 
pemenuhan hak narapidana, yaitu: 
1) Aspek Keamanan, adalah terjaminya keamanan narapidana 
selama berada dalam Lapas. Untuk menciptakan keamanan 
dan menghindari fitnah bagi narapidana wanita tentu saja 
dibutuhkan adanya pemisahan antara narapidana pria dan 
wanita. Pentingnnya kondisi yang aman dalam kehidupan ini 
juga dijelaskan dalam Islam bahwa kondisi yang aman dapat 
dicapai dengan menjaga jiwa dari hal-hal yang tidak 
diinginkan (membahayakan). Terdapat dalam Q.S Al-An‟am 
ayat 82 Ayat tersebut sebagai jawaban atas pertanyaan 
tentang golongan mana yang lebih berhak mendapat 
keamanan. 
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2) Aspek kesehatan, terjaminnya kesehatan narapidana selama 
berada dalam lembaga pemasyarakatan. Baik kesehatan 
jasmani maupun rohani. Hukum Islam menjelaskan tentang 
memelihara jiwa sama halnya dengan memilihara kesehatan 
jiwa dan raga. Hal ini terdapat di dalam Q.S Al Maidah ayat 
88, yang menjelaskan tentang perintah memakan makanan 
yang halal. Dan makanlah yang halal yakni bukan yang 
haram lagi baik, lezat, bergizi dan berdampak positif bagi 
kesehatan. 
3) Aspek Keterampilan, yaitu pendidikan keterampilan yang 
diberikan kepada narapidana wanita terlaksana dengan efektif 
selama berada dalam lembaga pemasyarakatan. Pembinaan 
dibidang keterampilan yang diberikan harus disesuaikan 
dengan minat dan bakat dari narapidana. Pembinaan 
keterampilan dengan menghadirkan tegana ahli dan menjalin 
kerjasama dengan instansi pemerintahan, yayasan, atau 
lemabga kemasyarakatan yang memiliki orientasi di bindang 
pembinaan keterampilan pengembangan jenis-jenis pelatihan 
keterampilan yang sesuai dengan kodisi zaman juga harus 
terpenuhi. Dalam Islam, akal adalah karunia khusus yang 
diberikan Allah swt. hanya kepada manusia, karena itu kita 
dianjurkan di dalam Islam untuk senantiasa menjaga akal 
agar dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik. Menjaga 
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akal (hifẓ al-„aql) juga ditegaskan melalui tujuan 
disyariatkannya hukum  (maqᾱṣid al-Syari‟ah). Jika hal ini 
tidak diindahkan maka hilanglah eksistensi akal sebagai alat 
untuk berfikir yang menjadi bagaian ḍarūriyyat. Sementara 
dalam tataran hᾱjiyyat, mausia dianjurkan untuk 
memeperluas wawasan dan menambah ilmu penegatahuan. 
Untuk tahsῑniyyat, dianjurkan agar tuidak menggunakan akal 
dalam menghayal negatif dan sebagainya. 
4) Aspek Spiritual, yaitu bimbingan keagamaan dan hak untuk 
beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Hak 
untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan 
masing-masing seperti di dalam pancasila pada sila pertama 
yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Islam melarang 
manusia untuk berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan 
agama karena agama merupakan bagaian yang terpenting 
bagi manusia, tanpa agama manusia tidak memiliki acuan 
untuk menjalankan kehidupan di dunia dan akhirat kelak. 
Karena itulah Islam sangat mengharamkan yang namanya 
murtad sebagaimana dalam Q.S al Baqarah ayat 217.
109
 
Sedangkan dalam hukum pidana islam Menurut Imam Ibnu al-
Qayyim al-Jauziyah yang dimaksud dengan pidana penjara 
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menurut Syara‟ bukanlah menahan pelaku ditempat yang sempit, 
melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak 
melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam 
rumah , masjid, maupun di tempat lainnya. Sedangkan hukuman 
penjara dalam syariat Islam , terbagi menjadi dua bagian yaitu 
hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.
110
 
Penafsiran yang berbeda lainnya adalah tentang hukuman mati jika 
di dalam hukum pidana Positif pelaksanaan hukuman mati adalah 
dengan cara tembak mati. Sedangkan dalam hukum Islam adalah 
dengan cara di pancung atau di rajam. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sanksi hukum dari penyebar berita bohong atau hoax di media sosial  
a. Dalam hukum Positif  
Berita hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak 
benar tetapi dibuat seolah-olah informasi itu benar dengan 
tujuan membentuk opini publik, menipu seseorang atau untuk 
mengambil keuntungan pribadi dari hoax tersebut. Dalam 
hukum pidana Positif  dan hukum pidana Islam perbuatan 
menyebarkan berita bohong atau hoax merupakan suatu 
perbuatan yang dilarang dan dapat di pidana. Undang-undang 
yang mengatur tentang perbuatan menyebarkan berita hoax 
tersebut tedapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 
perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik lebih tepatnya pada Pasal 28 
ayat 1, Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 27 ayat 3 dengan ancaman 
pidana  penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 
paling bayak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).  
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b. Dalam hukum Islam 
Berita hoax dalam Islam disebut dengan al-ifk 
mengandung pengertian mengada-ada, berita palsu, dan gossip. 
penyebaran berita bohong terdapat dalam Q.S An-Nur ayat 11-
19, Q.S Al-Isra‟ ayat 36, dan Q.S Al-Hujurat ayat 6. Dengan 
sanksi pidana hukuman ta‟zir , yang dimana perbuatan itu dapat 
menimbulkan kerugian bagi individu atau kelompok. Perbuatan 
tersebut dapat mengakibatkan kerusakan fisik maupun mental. 
Sanksi jarimah ta‟zir di tentukan oleh penguasa atau ulil amri. 
Dan hukuman hudud bagi penyebar berita bohong yang 
berkaitan dengan perzinaan seperti yang terjadi dimasa 
Rasulullah dahulu yang menimpa salah satu istri beliau yaitu 
„Aisyah ra. 
2. Persamaan dan perbedaan penerapan sanksi penyebar berita bohong 
atau hoax di media sosial menurut hukum Positif dan hukum Islam 
Dalam hal ini terdapat persamaan yang ada antara penerapan 
sanksi pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong atau hoax di 
media sosial dalam hukum Positif dan dalam hukum Islam. Yaitu pada 
penerapan sanksi dengan hukuman penjara dan/atau agar pelaku jera 
dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Perbedaannya adalah pada 
pembuat hukum , juga hukum Positif bersumber pada Undang-
Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
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Elektronik dengan ancaman pidana  penjara paling lama 6 (enam) 
tahun dan/atau denda paling bayak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar 
rupiah), sedangkan hukum Islam bersumber pada Al-Qur‟an yang 
terdapat dalam Q.S An-Nur ayat 11-19, Q.S Al-Isra‟ ayat 36, dan Q.S 
Al-Hujurat ayat 6 dengan ancaman hukuman jarimah ta‟zir.  
 
B. Saran  
Sebuah informasi atau berita adalah pisau bermata dua dimana bisa 
menjadi manfaat bagi kita tetapi juga bisa menjadi musibah untuk kita jika 
berita itu tidak benar. Perlu ada tindakan pencegahan supaya penyebaran 
berita bohong di media sosial bisa diminimalisir. Perlu adanya sebuah 
pemahaman dimasyarakat tentang bahaya dan dampak dari penyebar berita 
bohong di media sosial baik untuk masyarakat atau pelakunya sendiri.  
Penegakan hukum memang penting untuk tetap diperjuangkan agar 
memberikan efek jera kepada pelaku dan memelihara ketertiban masyarakat. 
Namun alangkah lebih baiknya tindakan-tindakan pencegahan dilakukan 
terlebih dahulu dengan mengedukasi masyarakat tentang hal tersebut. 
Karena jika sudah terjadi penyebaran berita bohong di media sosial pasti 
sangat merugikan masyarakat, korban, dan pelakunya sendiri. 
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : a.  bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 
keamanan dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan 
terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud 
keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum;  
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik; 
 
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), 
Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 
28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945;  
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 
   
 
              Dengan . . . 
SALINAN 
   
- 2 - 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI 
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.  
 
  
Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah 
sebagai berikut: 
 
1. Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) 
angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut: 
 
Pasal 1 
 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan 
data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada 
tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, 
electronic data interchange (EDI), surat elektronik 
(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau 
sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, 
atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti 
atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 
memahaminya. 
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang 
dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan 
Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. 
       3. Teknologi . . . 
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3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk 
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, 
memproses, mengumumkan, menganalisis, 
dan/atau menyebarkan informasi. 
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi 
Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, 
diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, 
digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, 
yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar 
melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk 
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, 
peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, 
angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang 
memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh 
orang yang mampu memahaminya. 
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan 
prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, 
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, 
menyimpan, menampilkan, mengumumkan, 
mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi 
Elektronik. 
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah 
pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara 
negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. 
6a. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap 
Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan 
masyarakat yang menyediakan, mengelola, 
dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik 
secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama 
kepada pengguna Sistem Elektronik untuk 
keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. 
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya 
dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat 
tertutup ataupun terbuka. 
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem 
Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu 
tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik 
tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh 
Orang. 
        9. Sertifikat . . . 
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9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat 
elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik 
dan identitas yang menunjukkan status subjek 
hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang 
dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi 
Elektronik. 
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan 
hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak 
dipercaya, yang memberikan dan mengaudit 
Sertifikat Elektronik. 
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga 
independen yang dibentuk oleh profesional yang 
diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah 
dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan 
sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik. 
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang 
terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, 
terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik 
lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan 
autentikasi. 
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang 
terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan 
Elektronik. 
14. Komputer adalah alat untuk memproses data 
elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang 
melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan 
penyimpanan. 
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan 
Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam 
jaringan. 
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter 
lainnya atau kombinasi di antaranya, yang 
merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer 
dan/atau Sistem Elektronik lainnya. 
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak 
yang dibuat melalui Sistem Elektronik. 
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. 
     19. Penerima . . . 
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19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
dari Pengirim. 
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara 
negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, 
yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui 
internet, yang berupa kode atau susunan karakter 
yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi 
tertentu dalam internet. 
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga 
negara Indonesia, warga negara asing, maupun 
badan hukum. 
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau 
perusahaan persekutuan, baik yang berbadan 
hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya 
yang ditunjuk oleh Presiden. 
 
2. Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan  
ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5 menjadi 
sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi 
pasal Undang-Undang ini. 
 
3. Ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), 
ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai 
berikut: 
 
 
Pasal 26 
 
(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan, penggunaan setiap informasi melalui 
media elektronik yang menyangkut data pribadi 
seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang 
yang bersangkutan. 
(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan 
atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan 
Undang-Undang ini. 
           (3) Setiap . . . 
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(3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib 
menghapus Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada 
di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang 
bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. 
(4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib 
menyediakan mekanisme penghapusan Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
diatur dalam peraturan pemerintah. 
 
4. Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan 
ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 
27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan 
pasal demi pasal Undang-Undang ini. 
 
5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 diubah sehingga 
Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:  
 
Pasal 31 
 
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau 
melawan hukum melakukan intersepsi atau 
penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer 
dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang 
lain. 
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau 
melawan hukum melakukan intersepsi atas 
transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di 
dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik 
tertentu milik Orang lain, baik yang tidak 
menyebabkan perubahan apa pun maupun yang 
menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, 
dan/atau penghentian Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang 
ditransmisikan. 
     (3) Ketentuan . . . 
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(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau 
penyadapan yang dilakukan dalam rangka 
penegakan hukum atas permintaan kepolisian, 
kejaksaan, atau institusi lainnya yang 
kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-
undang. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan 
undang-undang. 
 
6. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua) 
ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat (6) 
Pasal 40 diubah; serta penjelasan ayat (1) Pasal 40 
diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 40 
 
(1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi 
Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari 
segala jenis gangguan sebagai akibat 
penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi 
Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan 
penyebarluasan dan penggunaan Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang 
melakukan pemutusan akses dan/atau 
memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem 
Elektronik untuk melakukan pemutusan akses 
terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar 
hukum. 
 (3) Pemerintah . . . 
   
- 8 - 
(3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang 
memiliki data elektronik strategis yang wajib 
dilindungi. 
(4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan 
rekam cadang elektroniknya serta 
menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk 
kepentingan pengamanan data. 
(5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat 
(3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang 
elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan 
data yang dimilikinya. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat 
(2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan 
pemerintah. 
 
7. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), 
dan ayat (8) Pasal 43 diubah; di antara ayat (7) dan ayat 
(8) Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a); serta 
penjelasan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 
berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 43 
 
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 
lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi 
dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang Teknologi Informasi dan Transaksi 
Elektronik. 
(2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan 
Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan 
perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, 
kelancaran layanan publik, dan integritas atau 
keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(3) Penggeledahan . . . 
   
- 9 - 
(3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem 
Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak 
pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi 
Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan 
hukum acara pidana. 
(4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau 
penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan 
pelayanan umum. 
(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berwenang: 
a. menerima laporan atau pengaduan dari 
seseorang tentang adanya tindak pidana di 
bidang Teknologi Informasi dan Transaksi 
Elektronik; 
b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya 
untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 
atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan 
tindak pidana di bidang Teknologi Informasi 
dan Transaksi Elektronik; 
c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran 
laporan atau keterangan berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang Teknologi Informasi 
dan Transaksi Elektronik; 
d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang 
dan/atau Badan Usaha yang patut diduga 
melakukan tindak pidana di bidang Teknologi 
Informasi dan Transaksi Elektronik; 
e. melakukan pemeriksaan terhadap alat 
dan/atau sarana yang berkaitan dengan 
kegiatan Teknologi Informasi yang diduga 
digunakan untuk melakukan tindak pidana di 
bidang Teknologi Informasi dan Transaksi 
Elektronik; 
f. melakukan penggeledahan terhadap tempat 
tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat 
untuk melakukan tindak pidana di bidang 
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; 
    g. melakukan . . . 
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g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap 
alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi 
Informasi yang diduga digunakan secara 
menyimpang dari ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
h. membuat    suatu    data    dan/atau    Sistem 
Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang 
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik 
agar tidak dapat diakses; 
i. meminta informasi yang terdapat di dalam 
Sistem Elektronik atau informasi yang 
dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada 
Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait 
dengan tindak pidana di bidang Teknologi 
Informasi dan Transaksi Elektronik; 
j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam 
penyidikan terhadap tindak pidana di bidang 
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; 
dan/atau 
k. mengadakan penghentian penyidikan tindak 
pidana di bidang Teknologi Informasi dan 
Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan 
hukum acara pidana. 
(6) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku 
tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan 
Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan 
ketentuan hukum acara pidana. 
(7) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan 
tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan 
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat 
Polisi Negara Republik Indonesia. 
(7a)  Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya 
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat 
Polisi Negara Republik Indonesia. 
(8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi 
Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat 
berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk 
berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
    8. Ketentuan . . . 
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8. Ketentuan Pasal 45 diubah serta di antara Pasal 45 dan 
Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan 
Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 45 
 
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 
(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran 
nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 
4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta 
rupiah). 
(4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan pemerasan dan/atau 
pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
      (5) Ketentuan . . . 
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(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
merupakan delik aduan. 
 
Pasal 45A 
 
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 
menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang 
mengakibatkan kerugian konsumen dalam 
Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 
menyebarkan informasi yang ditujukan untuk 
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan 
individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu 
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan 
antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
 
Pasal 45B 
 
Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 
mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau 
menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima 
puluh juta rupiah). 
 
 
Pasal II 
 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
 
 
                    Agar . . . 
   
- 13 
- 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2016 
 
                     PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
                ttd 
 
 
                     JOKO WIDODO 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 25 November 2016 
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
                 REPUBLIK INDONESIA, 
 
                                 ttd 
 
                    YASONNA H. LAOLY 
 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 251  
 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 
Asisten Deputi Bidang Perekonomian, 
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, 
                                     ttd 
                     Lydia Silvanna Djaman 
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PENJELASAN  
ATAS 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 
NOMOR 11 TAHUN 2008 
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 
 
I. UMUM 
 
Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat 
serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan 
Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta 
memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan 
Penyelenggara Sistem Elektronik. 
Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan 
kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi 
tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan 
dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin 
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan 
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 
demokratis. 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang 
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang 
sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar 
pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi 
Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari 
UU ITE mengalami persoalan-persoalan. 
Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali 
uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, 
dan Nomor 20/PUU-XIV/2016. 
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Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 
dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran 
nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik 
bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik 
aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan 
asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. 
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, 
Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan 
penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi 
merupakan pembatasan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain memiliki aspek 
kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan (regulation) mengenai 
legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di 
samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa karena penyadapan merupakan 
pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 
28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak 
privasi warga negara tersebut, negara haruslah menyimpanginya dalam 
bentuk undang-undang dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah. 
Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor 
20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk 
mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan 
ayat (2) UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus 
dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Oleh 
karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau 
frasa “khususnya” terhadap frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik”. Agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan 
mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan 
ayat (2) UU ITE, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas 
kembali dalam Penjelasan Pasal 5 UU ITE. 
Kedua, ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, 
dan penahanan yang diatur dalam UU ITE menimbulkan permasalahan bagi 
penyidik karena tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi 
Elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan 
perbuatan atau alat bukti kejahatan. 
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Ketiga, karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten 
ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 
yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama 
baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan 
menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi 
Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan 
berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman 
kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat 
diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk 
didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka 
melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat 
penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan 
penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal 
dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 
melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta 
dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang 
terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan 
penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan 
Transaksi Elektronik. 
Keempat, penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem 
Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas 
persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan 
pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap 
Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah 
kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan 
penetapan pengadilan. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan kembali 
ketentuan keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
dalam Penjelasan Pasal 5, menambah ketentuan kewajiban penghapusan 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan 
dalam Pasal 26, mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) mengenai 
pendelegasian penyusunan tata cara intersepsi ke dalam undang-undang, 
menambah peran Pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebarluasan 
dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan yang dilarang dalam Pasal 40, mengubah beberapa 
ketentuan mengenai penyidikan yang terkait dengan dugaan tindak pidana 
di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 43, dan 
menambah penjelasan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) agar lebih 
harmonis dengan sistem hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia. 
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II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal I 
Angka 1 
Pasal 1 
Cukup jelas. 
 
Angka 2 
Pasal 5 
Ayat (1)  
Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat 
bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum 
terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan 
Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan 
hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang 
dilakukan melalui Sistem Elektronik. 
Ayat (2) 
Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan 
atau perekaman yang merupakan bagian dari 
penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan 
hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, 
dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya 
ditetapkan berdasarkan undang-undang. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
  Ayat (4) 
Huruf a 
Surat yang menurut undang-undang harus dibuat 
tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat 
berharga, surat yang berharga, dan surat yang 
digunakan dalam proses penegakan hukum acara 
perdata, pidana, dan administrasi negara. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
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Angka 3 
Pasal 26 
  Ayat (1)   
Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan 
data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak 
pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung 
pengertian sebagai berikut: 
a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati 
kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam 
gangguan. 
b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat 
berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan 
memata-matai. 
c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses 
informasi tentang kehidupan pribadi dan data 
seseorang. 
  Ayat (2) 
 Cukup jelas. 
  Ayat (3) 
Cukup jelas. 
  Ayat (4) 
Cukup jelas. 
  Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Angka 4 
Pasal 27 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah 
mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada 
banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem 
Elektronik. 
Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah 
mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain 
melalui Sistem Elektronik. 
Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” 
adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan 
dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang 
menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.  
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3)  
Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan 
pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Ayat (4) 
Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan 
pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
 
Angka 5 
Pasal 31 
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” 
adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, 
membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau 
mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik 
menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun 
jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau 
radio frekuensi. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
 
Angka 6 
Pasal 40 
Ayat (1) 
Fasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi, termasuk 
tata kelola Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik 
yang aman, beretika, cerdas, kreatif, produktif, dan 
inovatif. Ketentuan ini termasuk memfasilitasi 
masyarakat luas, instansi pemerintah, dan pelaku 
usaha dalam mengembangkan produk dan jasa 
Teknologi Informasi dan komunikasi. 
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Ayat (2) 
 Cukup jelas. 
Ayat (2a) 
Cukup jelas. 
Ayat (2b) 
 Cukup jelas. 
Ayat (3) 
 Cukup jelas. 
Ayat (4) 
 Cukup jelas. 
Ayat (5) 
 Cukup jelas. 
Ayat (6) 
 Cukup jelas. 
 
Angka 7 
Pasal 43 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
tertentu” adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 
yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
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Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Cukup jelas. 
Huruf g 
Cukup jelas. 
Huruf h 
Cukup jelas. 
Huruf i 
Cukup jelas. 
Huruf j 
Yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang 
yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi 
Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan 
secara akademis maupun praktis mengenai 
pengetahuannya tersebut. 
Huruf k 
Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
Ayat (7) 
Cukup jelas. 
Ayat (7a) 
Cukup jelas. 
Ayat (8) 
Cukup jelas. 
Angka 8 
Pasal 45 
Cukup jelas. 
Pasal 45A 
Cukup jelas. 
Pasal 45B 
Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya 
perundungan di dunia siber (cyber bullying) yang 
mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-
nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, 
dan/atau kerugian materiil. 
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